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Analisis Keputusan Pemerintah Inggris Masa Pemerintahan David Cameron 
Melakukan Referendum Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016 
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Pada 23 Juni 2016, Pemerintah Inggris mengadakan referendum untuk menentukan 
masa depan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Hasilnya, 52% Warga Inggris memilih 
Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Hal ini diikuti dengan mundurnya David 
Cameron dari jabatan Perdana Menteri keesokan harinya. Referendum ini dijanjikan 
oleh David Cameron pada Januari 2013 meskipun secara umum, Inggris lebih 
tergantung kepada Uni Eropa daripada sebaliknya. David Cameron sendiri 
menekankan perlunya Inggris untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa dan berhasil 
mendapatkan status khusus dari Uni Eropa setelah proses renegosiasi dilaksanakan 
sejak 2015. Penelitian ini berusaha untuk melihat alasan-alasan apa yang menjadikan 
David Cameron tetap memutuskan untuk melaksanakan referendum di tengah 
banyaknya resiko baik terhadap posisinya sebagai Perdana Menteri maupun posisi 
Inggris sebagai anggota Uni Eropa. 
 
Kata Kunci: Inggris, Uni Eropa, Referendum, David Cameron, Prospect Theory  
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Analysis on United Kingdom’s David Cameron Premiership Decision to Hold 
EU Membership Referendum in 2016 
By: 
Ayu Wima Fadilah 
Supervisor: Dian Mutmainah, S.IP.,MA. and Reza Triarda,S.Sos.,MA. 
ABSTRACT 
On June 23rd 2016, The government of United Kingdom held a referendum to decide 
the future of UK’s EU Membership. This result to 52% voters chooses to leave the 
Union. The next day, David Cameron decided to resign from 10th Downing Street. 
The referendum was a promise from David Cameron on January 2013 despite in 
general; UK is more dependent on EU rather than vice versa. David Cameron himself 
insists the needs for UK to stay in EU and succeed on gaining special status from EU 
after renegotiation that started on 2015. This Research is trying to see the reasons for 
David Cameron to hold a referendum despite the risk for his status quo as a Prime 
Minister and for UK’s membership in European Union.  
 
Keyword: United Kingdom, European Union, Referendum, David Cameron, 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai kebijakan serta interaksi 
negara terhadap lingkungan diluar teritorinya.1Meskipun formulasi kebijakan 
luar negeri bisa jadi serupa dengan kebijakan dalam negeri, perbedaan 
signifikan terdapat pada implementasi kebijakan.2Studi mengenai kebijakan luar 
negeri tidak hanya untuk memahami mengapa pemimpin membuat keputusan 
tertentu, tetapi juga mempelajari bagaimana batasan domestik dan internasional 
mempengaruhi keputusan tersebut.3 Dinamika ini semakin terlihat ketika suatu 
negara bergabung dalam integrasi regional, karena terdapat delegasi kekuasaan 
dari pemerintah dalam negeri kepada organisasi atau badan supranasional. 
Inggris merupakan negara dengan bentuk monarki parlementer 
konstitusional. 4 Kontitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu teks, namun 
tertulis melalui Statute Law, yaitu kumpulan hukum yang disetujui parlemen. 
Menganut prinsip Parliament Sovereignty, Parlemen Inggris memiliki 
kekuasaan hukum tertinggi. Pengadilan tidak bisa menolak undang-undang 
yang telah dibuat parlemen, dan parlemen tidak diperbolehkan membuat hukum 
                                                 
1Breuning, M. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave Macmillan, 2007. P 5 
2Brown, Chris and Kirsten Ainsley. Understanding International Relation. 3rd Edition. New York: Palgrave 
Macmillan, 2005 hal 69 
3Breuning, Loc Cit. p6 




yang tidak bisa dirubah oleh parlemen selanjutnya.5Selama sebuah rancangan 
undang-undang sudah disetujui oleh kedua kamar legislatif dan menerima Royal 
Consent, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan keputusan 
tersebut.6 Termasuk dalam keputusan melakukan referendum. 
Sejak 1973, terdapat tiga referendum yang diselenggarakan secara luas di 
seluruh Inggris. Tiga referendum tersebut adalah referendum keanggotaan 
European Economic Community di tahun 1975, referendum untuk mengganti 
sistem pemilihan anggota parlemen di tahun 2011, serta terakhir referendum 
keanggotaan Uni Eropa di tahun 2016.7 
Tahun 1974, satu tahun setelah bergabungnya Inggris dengan European 
Community serta menjelang pemilihan umum, partai buruh yang dipimpin 
Harold Wilson menjanjikan negosiasi ulang keanggotaan Inggris di Uni Eropa 
yang akan menjadi subjek referendum.8 Partai buruh akhirnya memenangkan 
pemilu dengan 301 kursi.9 Hasil dari referendum yang diadakan pada 5 Juni 
                                                 
5UK Parliament. Parliamentary Sovereignty. 16 Oktober 2017 
https://www.parliament.uk/about/how/role/sovereignty 
6 UK Parliament. Acts. 16 Oktober 2017 http://www.parliament.uk/about/how/laws/acts/ 
7UK Parliament. Referendums held in the UK. 16 Oktober 2017 <http://www.parliament.uk/get-
involved/elections/referendums-held-in-the-uk/> 
8Miller, Vaughne. The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum. Briefing 
Paper. London: House of Common Library, 2015. hal 4 





1975 tersebut adalah 67,2% memilih untuk tetap menjadi anggota European 
Community.10 
Sedangkan referendum keanggotaan Uni Eropa tahun 2016 pertama kali 
diungkapkan oleh Perdana Menteri David Cameron dalam pidatonya di 
Bloomberg pada 23 Januari 2013. Cameron yang merupakan pemimpin Partai 
Konservatif menjanjikan opsi referendum ini dalam manifesto Partai 
Konservatif di pemilihan umum tahun 2015.11Hasil pemilu sendiri dimenangkan 
oleh Partai Konservatif dengan perolehan 331 kursi12 yang menjadikan David 
Cameron Perdana Menteri untuk kali kedua.Referendum akhirnya dilaksanakan 
pada 23 Juni 2016 dengan hasil 51.9% warga Inggris memilih untuk keluar dari 
keanggotaan Uni Eropa. 13 Hasil ini menyebabkan David Cameron yang 
mendukung untuk Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa akhirnya memilih 
mundur dari jabatan perdana menteri.14 
Keluarnya Inggris dari Uni Eropa disayangkan banyak pihak untuk 
beberapa alasan. Keluar dari Uni Eropa akan menimbulkan situasi uncertainty, 
setidaknya setelah masa negosiasi perjanjian keluar. Hingga saat ini, satu tahun 
setelah Perdana Menteri Theresa May memulai 2 tahun proses negosisasi 
                                                 
10Miller, Vaughne. The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum. Briefing 
Paper. London: House of Common Library, 2015. p 25 
11 Spiegel Online. Cameron's Speech "The Danger Is That Europe Will Fail". 23 Oktober 2017 
<http://www.spiegel.de/international/europe/the-full-text-of-the-david-cameron-speech-on-the-future-
of-europe-a-879165.html> 
12 BBC News. Election 2015 Result. 2015. 2 November 2017 
<http://www.bbc.com/news/election/2015/results> 
13 BBC News. EU Referendum. 23 June 2016. 5 November 2017 
<http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results> 




keluarnya Inggris dari Uni Eropa,15 kedua belah pihak masih belum bersepakat 
tentang kelanjutan perjanjian yang dimiliki Uni Eropa dengan negara lain. 
Dilaporkan terdapat 40 perjanjian perdagangan dengan 70 negara di luar  Uni 
Eropa serta 759 perjanjian non-perdagangan dengan 168 negara non-anggota 
Uni Eropa.16 Keinginan Inggris untuk diperlakukan sebagai negara anggota di 
masa transisi setelah 2019 juga menemui penolakan dari pihak Uni Eropa.17 
Kedua, dalam pidatonya tahun 2013, David Cameron menginginkan 
negosiasi ulang dengan Parlemen Eropa mengenai keanggotaan Inggris. 
Renegosiasi dilakukan dalam pertemuan Dewan Eropa pada 19 Februari 2016 
dengan hasil sebagian besar tuntutan dari David Cameron tercapai dan 
disepakati oleh pemimpin negara anggota lain. Sehingga keputusan untuk tetap 
melakukan referendum menjadi semakin beresiko karena keputusan untuk 
keluar tidak bisa diubah. Jika di masa depan Inggris ingin kembali bergabung 
dengan Uni Eropa, Inggris tentu akan kehilangan keuntungan yang dimiliki 
sebelumnya. 
Usulan melaksanakan referendum sendiri tidak lepas dari perdebatan 
antara politisi pro-Uni Eropa dan euroskeptis yang berkembang luas di Inggris. 
Euroskeptis didefiniskan sebagai “sikap perlawanan dan keraguan akan proses 
                                                 
15Asthana,A, Boffey, and Elgot. UK to trigger article 50 on 29 March, but faces delay on start of talks. 
20 March 2017. 10 April 2018 <https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/20/theresa-may-to-
trigger-article-50-on-29-march> 
16_______. Continuing application of EU trade agreements after Brexit. First Report of Session 2017-
2019.London:House of Commons. 2018 
17Merrick, Rob. Ministers admit almost 65 existing trade deals with non-EU countries are ‘at risk 





integrasi Eropa”. 18  Resistansi dari golongan ini sudah ada sebelum Inggris 
bergabung dengan Uni Eropa, yang saat itu dikenal sebagai “anti-marketeers”. 
Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1973 setelah usaha 
untuk bergabung pada 1961-3 dan 1967 gagal atas penolakan Presiden Perancis 
Charles de Gaulle 19  juga diwarnai kritik dari anti-marketeers. Pada 
perkembangannya setelah bergabung, Inggris tidak mengadaptasi kebijakan Uni 
Eropa secara menyeluruh. Inggris memilih opt-out atau tidak tergabung dengan 
Schengen Free Movement Area20 yang mengatur pergerakan manusia di dalam 
Uni Eropa dan Title VI dalam Treaty of Amsterdam tahun 1997 yang mengatur 
kerjasama hukum di bidang kriminal. Inggris juga memilih opt-out dari social 
chapter dalam Maastricht treaty dan Economy Monetary Union yang 
menjadikan Inggris tidak mengadaptasi Euro sebagai mata uang.21 
Suara para euroskeptis yang menginginkan Inggris untuk keluar dari Uni 
Eropa semakin besar setelah Inggris meratifikasi Lisbon Treaty tahun 2008.  
Pemindahan kekuasaan dalam beberapa aspek dari parlemen kepada Uni Eropa 
menjadi perhatian utama dari partai konservatif yang saat itu menjadi oposisi. 
Tekanan ini terus berlanjut kala konservatif menjadi partai penguasa. Debat 
parlemen yang berawal dari petisi masyarakat untuk melakukan referendum 
                                                 
18  Taggart in MehlikaOzlem, Ultan and Ornek Serdar. "Eurosceptism in The European Union." 
International Journal of Social Sciences IV.2 (2015): 50 
19Geddes, Andrew. The European Union and British Politics. New York: Palgrave Macmillan, 2004: 
57 
20Archick, Kristin. The European Union: Question and Answers. Washington, D.C: Congressional 
Research Service, 2017 p.13 
21Geddes, AndrewLoc Cit. p 158 
6 
 
berakhir dengan kekalahan euroskeptis setelah voting parlemen berakhir 483-
111 untuk tidak melanjutkan pembahasan ini.22 
Partai Konservatif pimpinan David Cameron memiliki dinamika yang 
panjang dengan Uni Eropa. Bergabungnya Inggris ke dalam EEC berada pada 
masa jabatan Perdana Menteri Edward Heath dari partai ini. Dan ketika 
konservatif kembali memegang pemerintahan Inggris melalui Margaret Tatcher, 
secara umum partai konservatif masih menjadi pro-Uni Eropa. Namun di akhir 
masa jabatannya, mulai terjadi perpecahan didalam partai mengenai pandangan 
anggotanya terhadap Uni Eropa. Tatcher yang semula mendukung Inggris di 
dalam Uni Eropa, menentang keras wacana Single European Act. 23  Hal ini 
berlanjut hingga puncaknya, Sir Geoffrey Howe yang merupakan pemimpin 
House of Commons yang juga dari partai konservatif, memilih mundur dari 
posisinya. Perpecahan di dalam partai konservatif semakin terlihat sejak 
pemerintahan John Major tahun 1992. 24  Perpecahan ini juga yang ditaksir 
sebagai salah satu faktor kekalahan konservatif dalam pemilu 1997 dan 2001. 25 
Konservatif kembali memegang pemerintahan pada tahun 2010 setelah 
berhasil membangun koalisi dengan partai liberal demokrat untuk membentuk 
pemerintahan mayoritas akibat terjadinya hung parliament. Namun pada 
                                                 
22BBC News. EU referendum: Rebels lose vote in Commons. 25 October 2011. Accessed 18 October 
2017 <http://www.bbc.com/news/uk-politics-15425256> 
23Geddes, Andrew. The European Union and British Politics. New York: Palgrave Macmillan, 2004 p 
82 
23Ibid., p 86 
24Ibid., p 88 





perkembangannya, perpecahan di dalam partai masih menjadi perhatian dengan 
adanya 70 anggota parlemen yang membentuk grup penentang integrasi Uni 
Eropa. 26 konflik antara David Cameron dengan partainya sendiri, utamanya 
dalam isu Uni Eropa terus menerus terjadi hingga terdapat pernyataan terbuka 
dari anggota partai yang meminta Cameron untuk mundur.27 
Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa isu untuk melakukan referendum 
bukan merupakan isu yang baru di Inggris. Bahkan sudah hadir sepanjang 
Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Menarik untuk dibahas apa yang 
membuat keputusan referendum tetap diambil mengingat tuntutan dalam 
renegosiasi sebagian besar dipenuhi oleh Uni Eropa. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, rumusan masalah 
yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah: Mengapa Pemerintah 
Inggris memilih untuk melakukan referendum keanggotan Uni Eropa tahun 
2016? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan 
Pemerintah Inggris melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa tahun 2016. 
 
                                                 
26 The Guardian. Conservative party turmoil escalates with open call for Cameron to quit. 29 May 





1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Akademik 
1. Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya ilmu hubungan internasional. 
2. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang 
berminat pada isu sejenis. 
1.4.2 Manfaat Praktis 







2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Studi Terdahulu 
Studi terdahulu dalam penelitian sosial berfungsi sebagai referensi bagi 
penulis terkait pengaplikasian teori dan pemahaman kasus yang diangkat. 
Penelitian ini juga menggunakan beberapa studi terdahulu yang membahas 
pembuatan kebijakan. 
Salah satu studi mengenai kebijakan Inggris untuk melakukan referendum 
keanggotaan Uni Eropa terdapat pada Artikel dari Julie Smith, seorang anggota 
House of Lords. Dalam artikel ini, Julie Smith membandingkan keputusan 
David Cameron untuk melakukan renegoisasi dan referendum keanggotaan 
Inggris di Uni Eropa dengan keputusan serupa yang pernah diambil oleh Harold 
Wilson pada tahun 197528. Kesamaan dari dua kasus referendum ini adalah 
adanya pertentangan dari partai yang mendorong kedua perdana menteri untuk 
melakukan referendum. Sedangkan perbedaan paling signifikan ada pada 
pertaruhan dalam referendum 2016 jauh lebih besar daripada referendum 1975 
karena harga dan ketidakpastian yang harus dibayar semakin tinggi karena 
berubahnya Uni Eropa dan konteks global. Perbedaan lainnya adalah pada 
                                                 




referendum 2016, hasil referendum bukan akhir dari debat hubungan antara Uni 
eropa dan Inggris. 
Essay ini membantu penulis untuk melihat situasi politik domestik Inggris 
secara mendalam, utamanya dinamika partai konservatif dan sejarah hubungan 
Inggris dan Uni Eropa. Essay ini juga memberikan gambaran bahwa isu untuk 
melakukan referendum bukanlah isu yang baru. Dari tulisan ini, penulis tertarik 
untuk membahas keputusan David Cameron dengan mengaplikasikan konsep 
pembuatan kebijakan. 
Literatur berikutnya merupakan studi tentang pengambilan kebijakan 
ditengah adanya resiko. Rose Mcdermott dalam bukunya berargumen bahwa 
pembuat kebijakan akan mengambil langkah yang cenderung beresiko ketika 
dalam posisi yang tidak menguntungkan, begitu juga sebaliknya29. Argumen ini 
dijelaskan lebih lanjut melalui studi kasus perubahan keputusan Amerika 
Serikat yang dipimpin Presiden Jimmy Carter pada tahun 1980 terhadap suaka 
Shah Reza Pahlavi. 
Berawal dari revolusi Iran, Shah Reza Pahlavi yang dipaksa turun dari 
kekuasaan mengutarakan permohonannya agar diizinkan masuk ke Amerika 
Serikat pada 22 Februari 1979 setelah sebelumnya menetap di Mesir dan 
Maroko. Permohonan ini tidak dikabulkan oleh Presiden Carter sampai Shah 
                                                 
29McDermott, Rose. Risk Taking in International Politics. Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 2001. p 77 
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Reza Pahlavi kembalimemohon untuk masuk ke Amerika Serikat untuk 
kepentingan berobat. Pihak Amerika Serikat yang tidak mengetahui kondisi ini 
sebelumnya, akhirnya mengizinkan Shah Reza Pahlavi untuk mendapatkan 
perawatan medis pada 23 Oktober 1979.  
McDermott menggunakan prospect theory untuk menjelaskan perubahan 
keputusan Presiden Carter. Berada di tahun kedua masa kepresidenannya, 
Presiden Carter memiliki reputasi yang baik secara domestik maupun 
internasional. Sebelum adanya permohonan suaka dari Shah Reza Pahlavi, 
Presiden Carter berhasil mengadakan pertemuan dengan pemimpin Arab dan 
Israel di Camp David yang membuahkan perjanjian damai antara keduanya30. 
Situasi ini membuat Presiden Carter berada di posisi menguntungkan atau 
domain of gains. Menurut prospect theory, pengambil kebijakan yang berada di 
domain of gains akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta 
menghindari resiko (risk averse)31. Hal ini terbukti dengan penolakan Presiden 
Carter untuk memberi suaka kepada Shah Reza Pahlavi meskipun terdapat 
tekanan dari tokoh penting seperti Henry Kissinger dan David Rockefeller. 
Dalam memoirnya, Presiden Carter mengutarakan kepercayaan dirinya terhadap 
                                                 
30Departement History - Office of the Historian. Carter's Foreign Policy - Short history. Accessed 17 
April 2018 <https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/carter> 
31McDermott, Rose. Risk Taking in International Politics. Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 2001. p.5 
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hubungan Amerika Serikat dengan Iran yang membuatnya tidak ingin menyia-
nyiakan momentum tersebut32. 
Perubahan keputusan Presiden Carter pada Oktober 1979 disebabkan oleh 
perubahan posisi Presiden Carter dari domain of gains ke domain of loss.Halini 
mendorong Presiden Carter akhirnya mengabulkan permohonan suaka Shah 
Reza Pahlavi untuk mendapatkan perawatan di Amerika Serikat. Meskipun 
keputusan ini tidak akan membuat popularitasnya naik, Presiden Carter menilai 
bahwa penolakan kembali suaka Shah Reza Pahlavi akan lebih berbahaya secara 
politik33. 
Selaras dengan McDermott, Niv-Solomon dalam jurnalnya juga 
menyimpulkan bahwa dalam posisi tidak menguntungkan, pengambil kebijakan 
lebih mencari resiko untuk menutupi kerugiannya. Menggunakan studi kasus 
perang antara Israel dan Hizbullah pada 2006, Niv-Solomon menjelaskan bahwa 
keputusan Perdana Menteri Ehud Olmert untuk menyerang Hizbullah 
didasarkan pada posisi Olmert yang rugi dilihat dari aspirasi pribadinya yaitu 
situasi damai di wilayah perbatasan. Hizbullah yang melewati perbatasan dan 
menyerang pihak militer Israel yang berakibat pada tewasnya 3 tentara serta 
penculikan 2 lainnya membuat situasi damai terganggu. Perbedaan kedua studi 
                                                 
32 Ibid.., p.82 
33 Ibid.., p 95 
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ini terdapat pada adanya titik acuan (reference point) dalam studi Niv-Solomon 
untuk  menentukan posisi domain Perdana Menteri Ehud Olmert34. 
2.2 Kajian Teoritis 
2.2.1 Prospect Theory 
Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mengacu pada pilihan dari 
individu, sekelompok orang, dan koalisi yang mempengaruhi sikap suatu 
bangsa di kancah internasional35. Studi kebijakan luar negeri bertujuan untuk 
memahami bagaimana keputusan dibuat, yang akhirnya bisa digunakan untuk 
memprediksi hasil kebijakan tersebut di ranah internasional 36 .Salah satu 
topiknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dan 
pembuat kebijakan37.  Topik diatas dijelaskan secara detil dari level makro ke 
level mikro, sehingga penggunaan disiplin ilmu lain menjadi berguna dalam 
analisis kebijakan luar negeri. 
Prospect Theory merupakan salah satu metode analisis pengambilan 
keputusan yang berakar dari disiplin ilmu psikologi ekonomi. Dikembangkan 
pertama kali oleh Daniel Kahneman dan Amos Tvesrky, teori ini menjelaskan 
                                                 
34Niv-Solomon, Anat. When risky decisions are not surprisinng: An application of prespect theory to 
the Israeli war decision in 2006 Cooperation and Conflict (2016): 1-20 
35Renshon, and Renshon dalam Mintz, Op Cit., p. 4 
36 Valerie M. Hudson, “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of 




pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. 38 Terdapat dua proses dalam 
pengambilan keputusan, yakni Fase Edit dan Fase Evaluasi. Fase Edit terdiri 
dari analisis awal dari pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian 
dipertimbangkan mana yang menghasilkan prospek nilai tertinggi di Fase 
Evaluasi.39 
Untuk menjalankan fungsi sebagai penyederhanaan pilihan yang tersedia, 
terdapat beberapa operasi yang diaplikasikan dalam fase edit seperti 
combination, segregation, cancellation, simplification, detection of dominance, 
serta coding40. Sedangkan dalam fase evaluasi aktor akan menggabungkan nilai 
dari kemungkinan hasil (possible outcome) dengan bobot probabilitas (weighted 
probabilities), yang kemudian menghasilkan prospek terbaik dari pilihan-
pilihan tersebut.41 
Dari kedua proses ini disimpulkan bahwa manusia dalam kondisi 
menguntungkan cenderung menghindari resiko, serta sebaliknya, dalam kondisi 
yang tidak menguntungkan akan menerima resiko. Hal ini disimpulkan karena 
manusia menilai kerugian terasa lebih menyakitkan daripada keuntungan meski 
datang dengan nilai yang sama. Kondisi menguntungkan atau tidak didasarkan 
                                                 
38Kahneman; Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica (1979), p. 
263 
39 Ibid., p.274 
40 Ibid. 




pada aset yang dimiliki saat keputusan harus dipilih atau status quo, atau 
berdasar pada aspirasi atau ekspektasi yang dimiliki pembuat keputusan.42 
2.2.2 Prospect Theory dalam Hubungan Internasional 
Penggunaan Prospect Theory dalam studi Hubungan Internasional 
dilakukan oleh banyak Ilmuwan diantaranya Robert Jervis, Jack S. Levy, 
Mercer, serta Rose McDermott. Prospect Theory dinilai menawarkan 
mekanisme kausal yang unik dalam menganalisis perilaku pengambilan resiko 
yang tinggi, yang seringnya disebut “irrational behavior” dalam politik 
internasional.43 
Untuk mengkaji keputusan pemimpin negara dalam kondisi beresiko, 
penelitian ini akan merujuk pada teori prospek yang dikembangkan oleh Rose 
McDermott. Penggunaan teori prospek dalam hubungan internasional, menurut 
McDermott, adalah untuk melihat pengaruh persepsi decision maker akan 
keadaannya (domain) dan resiko yang dihadapi (risk) terhadap 
kecenderungannya untuk mengambil resiko (risk propensity).44 
2.3 Operasionalisasi Konsep 
2.3.1 Definisi Konseptual 
                                                 
42Kahneman; Tversky, Op Cit. p. 286 
43He K; Feng. Prospect Theory and Foreign Policy Analysis in the Asia Pacific: Rational Leaders and 
Risky Behaviour. New York: Routledge, 2013 p.7 
44McDermott, Rose. Op Cit.. p.36 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prospect Theory dalam Hubungan 
Internasional digunakan untuk menganalisis kecenderungan pemimpin negara 
mengeluarkan kebijakan dalam keadaan resiko (risk propensity). Hipotesis 
mengenai kecenderungan ini dipaparkan oleh Jack S Levy sebagai berikut45: 
1. Pemimpin negara akan mengambil resiko lebih untuk menjaga posisi 
internasional, reputasi, serta dukungan politik domestik daripada 
meningkatkannya. 
2. Setelah mengalami kerugian (baik dalam teritori, reputasi, dukungan 
politik, dll) pemimpin negara memiliki kecenderungan mengambil resiko 
secara berlebihan untuk memperbaiki kerugian tersebut daripada 
mengakomodasinya. Dan setelah mendapatkan keuntungan, akan menjaga 
keuntungan tersebut. 
Rose McDermott merumuskan terdapat dua kemungkinan hasil dari 
analisis risk propensity yakni kecenderungan untuk menghindari resiko (risk 
averse) serta kecenderungan untuk mencari resiko (risk seeking). Risk 
propensity inilah yang akan menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.  
Sementara variabel independen atau faktor yang mempengaruhi hasil risk 
propensity, adalah keadaanpembuat kebijakan (domain) dan resiko yang 
dihadapi (risk) ketika mengambil kebijakan. Posisi domain bisa bersifat 
                                                 




menguntungkan (domain of gains) atau merugikan (domain of losses) 
bergantung relatif padatitik acuan (reference point)46. 
2.3.1.1 Domain 
Domain mengacu pada keadaan atau posisi dimana pembuat kebijakan 
beroperasi dalam mengambil keputusan. Posisi yang menguntungkan akan 
menghasilkan perilaku menghindari resiko, dan posisi yang merugikan akan 
menghasilkan perilaku menerima resiko. Untuk menentukan dimana domain 
seorang pembuat kebijakan beroperasi, McDermott menggunakan dua jenis 
indikator. Indikator objektif yang berupa data-data netral seperti dukungan 
parlemen, situasi ekonomi, opini publik dan pemberitaan media, serta 
indikator subjektif yang berupa interview pribadi pembuat kebijakan untuk 
melihat nilai dan prinsip yang dipegang suatu individu47. 
2.3.1.2 Risk 
Risk mengacu pada pilihan resiko (risk option) yang ada dalam 
keputusan pembuat kebijakan. Menurut McDermott, risk bisa dianalisis 
melalui variasi hasil secara relatif. Sebagai contoh, ketika seorang pembuat 
kebijakan berada pada dua opsi kebijakan dimana kebijakan A akan 
memberikan hasil terbaik jika berhasil, namun akan memiliki hasil terburuk 
jika gagal, dan kebijakan B dimana jika berhasil tidak akan memberikan 
                                                 
46McDermott, Rose. Op Cit. p.36 
47 Ibid., p.41 
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hasil sebaik kebijakan A, namun ketika gagal, imbasnya tidak akan seburuk 
kebijakan A. Maka disini kebijakan B merupakan kebijakan yang beresiko 
rendah karena tidak memiliki variasi atau jarak yang luas seperti kebijakan 
A.  
Namun dalam pemilihan resiko ini, tidak lepas dari proses framing, 
yaitu bagaimana pilihan-pilihan resiko tersebut ditampilkan. Teori prospek 
menekankan bagaimana pilihan kebijakan ditampilkan dalam proses 
pembuatan kebijakan. Dengan demikian, informasi yang sama namun 
ditampilkan secara berbeda bisa mempengaruhi opsi kebijakan yang ada48. 
Untuk menilai proses framing, parameter yang bisa digunakan adalah 
pendapat tokoh yang memiliki kedekatan dengan pembuat kebijakan karena 
tokoh-tokoh ini dapat membentuk opini sendiri bagi pembuat kebijakan. 
2.3.1.3 Reference Point 
Titik acuan (reference point) merupakan titik tengah yang menjadi 
standar apakah posisi dari pembuat kebijakan berada di posisi yang 
menguntungkan atau merugikan. Terdapat dua jenis titik acuan (reference 
point) yang digunakan dalam teori prospek. Pertama adalah status quo, 
dimana seorang pembuat kebijakan ingin mempertahankan apa yang 
                                                 
48 Ibid., p37 
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dimilikinya saat keputusan dibuat. Kedua adalah aspiration level, atau nilai 
lain yang ingin diraih oleh pembuat kebijakan saat keputusan dibuat49. 
Penjelasan mengenai risk propensity dapat digambarkan dalam skema 
berikut: 
 
Bagan 2.1 Premis teori prospek 
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Rose McDermott. Risk Taking in 
International Politics 
2.3.2 Definisi Operasional 
Penelitian ini mengkaji alasan Inggris, dalam hal ini Perdana Menteri 
David Cameron melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa tahun 2016. 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori prospek memprediksi bahwa 
pembuat kebijakan akan menghindari resiko ketika dalam posisi 
menguntungkan relatif dari titik acuan (reference point). Pada penelitian ini, 
reference point yang akan digunakan adalah status quo, dimana Perdana 
Menteri David Cameron berusaha mempertahankan baik posisinya sebagai 
perdana menteri dan posisi Inggris sebagai anggota Uni Eropa. 
                                                 








Setelah menentukan reference point, maka hal selanjutnya yang perlu 
ditelaah adalah domain Perdana Menteri David Cameron. Untuk menentukan 
hal ini dari status quo, maka indikator objektif yang bisa digunakan adalah 
komposisi parlemen yang menunjukkan dukungan terhadap Perdana Menteri, 
opini publik mengenai keanggotaan Uni Eropa, serta pemberitaan media 
mengenai isu keanggotaan ini. Indikator subjektif yang akan digunakan untuk 
menentukan domain dapat dilihat dari wawancara serta pidato Perdana 
Menteri David Cameron yang secara spesifik membahas keanggotaan Inggris 
di Uni Eropa. 
Variabel risk yang ditelaah melalui framing dan risk option dapat dilihat 
melalui bagaimana pengaruh orang terdekat Perdana Menteri serta pilihan 











































Risk Framing  Peran pejabat atau 
tokoh yang memiliki 
kedekatan dengan 
Perdana Menteri. 
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Risk Risk Option Pilihan kebijakan 
yang ada terkait 
keanggotaan Inggris 
di Uni Eropa. 
















Pemerintah Inggris memutuskan referendum keanggotaan Inggris di Uni 
Eropa meskipun hasil renegosiasi berhasil mengakomodasi mayoritas 
tuntutan Inggris. 
 
Analisis menggunakan prospect theory untuk melihat pengambilan 
kebijakan level individu dalam keadaan resiko. 
 
Risk 
1. Framing dari tokoh 
atau pejabat terdekat. 






1. Dukungan parlemen. 
2. Opini publik. 
3. Pemberitaan media. 
4. Pendapat pribadi PM. 
 
Domain of losses 
Risk Seeking 
David Cameron memutuskan untuk 
melaksanakan referendum 




Berdasarkan alur pemikiran dan operasionalisasi di atas, keputusan 
Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk melaksanakan referendum 
keanggotaan Uni Eropa tahun 2016 diambil karena posisinya berada di domain 
yang tidak menguntungkan (domain of losses) pada saat itu yang 
dilatarbelakangi oleh dukungan parlemen, opini publik, pemberitaan media, 
serta pengaruh framing dari orang terdekat David Cameron. Melaksanakan 
referendum yang termasuk keputusan beresiko, merupakan perilaku yang 
menurut prospect theory termasuk pada risk seeking, menerima resiko yang 




3 METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang berusaha menjawab 
pertanyaan “mengapa?”50. Adapun yang menjadi unit analisis adalah keputusan 
David Cameron yang melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa sebagai 
perilaku risk seeking. Sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini pilihan 
resiko serta keadaan tidak menguntungkan untuk mempertahankan status quo 
yang mempengaruhi pengambilan kebijakan David Cameron. 
3.2 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada pengambilan kebijakan 
Pemerintah Inggris untuk melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa 
selama awal masa jabat David Cameron, tahun 2010 hingga keputusan 
referendum diambil pada tahun 2016. Dengan demikian, penelitian ini tidak 
akan membahas hasil referendum dan dampak setelah referendum dilakukan.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data 
sekunder, di mana data dikumpulkan dengan melakukan pencarian dari bahan-
                                                 
50Mas’oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES. Hal. 68 
26 
 
bahan kepustakaan yang sudah ada, sebagai sumber bagi penulisan penelitian. 
Bahan-bahan kepustakaan yang akan penulis gunakan di sini adalah bahan-
bahan yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan masalah yang 
penulis teliti. Informasi tersebut yang kemudian akan penulis gunakan sebagai 
data, yang dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitan ini. 
Data-data tersebut dapat berasal dari buku, jurnal, tesis, artikel, website, 
majalah, dokumen-dokumen resmi dari lembaga negara, dan lain-lain. 
3.4 Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisa data 
kualitatif, karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. 
Dengan demikian, analisa dilakukan melalui analisa data-data sekunder 
kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk kalimat atau uraian. Penulis kemudian 
akan menjelaskan jawaban dari masalah yang diteliti dengan menguraikan data-
data yang didapatkan dalam bentuk kalimat. 
3.5 Sistematika Penulisan 
BAB I Menjelaskan latar belakang penelitian, yaitu adanya keputusan 
pemerintah Inggris melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa 
yang sebenarnya bukan isu yang baru, namun baru terealisasi tahun 
2016. Dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, 
dan manfaat penelitian. 
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BAB II Pemaparan studi terdahulu sebagai bahan rujukan penulis melakukan 
penelitian. Dilanjutkan dengan penjelasan konsep pengambilan 
kebijakan yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang 
ditampilkan bab sebelumnya. Penjelasan terdiri dari kerangka 
konseptual yang mencangkup definisi konseptual dan definisi 
operasional. Dilanjutkan dengan alur pemikiran serta hipotesis 
mengenai fenomena yang diangkat dalam penelitian. 
BAB III Menjelaskan jenis penelitian, ruang lingkup penelitan, teknik 
pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika penulisan. 
BAB IV  Menjelaskan dinamika hubungan Inggris dengan Uni Eropa, 
Euroskeptis di inggris serta kronologi referendum keanggotaan Inggris 
di Uni Eropa. 
BAB V Berisi analisis yang akan memberikan eksplanasi mengenai keputusan 
referendum keanggotaan Uni Eropa menggunakan konsep yang sudah 
dipaparkan sebelumnya. 
BAB VI Berisi kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan serta saran bagi 
penelitian selanjutnya yang ingin menggunakan isu/konsep sejenis 




4 INGGRIS DAN UNI EROPA 
 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum terkait keputusan 
pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri David Cameron untuk melakukan 
referendum keanggotaan Uni Eropa tahun 2016. Sebelum melakukan analisis 
mengenai keputusan tersebut, akan dijelaskan mengenai dinamika hubungan Inggris 
dan Uni Eropa, Euroskeptisme di Inggris serta kronologi peristiwa yang berujung 
pada referendum keanggotaan Uni Eropa. 
4.1 Profil Uni Eropa 
Uni Eropa adalah integrasi ekonomi dan politik antara 28 negara Eropa. 
didirikan setelah perang kedua dengan tujuan utama mendorong kerja sama 
ekonomi; karena negara – negara saling berdagang satu sama lain maka terjadi 
ketergantungan ekonomi sehingga meminimalisir terjadinya konflik.51 
Organisasi internasional Uni Eropa bekerja melalui sistem supranasional 
dan antar pemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan 
melalui musyawarah dan mufakat diantara negara-negara anggota, dan di 
bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional, 
menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. 
                                                 




Lembaga organ penting di dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni 
Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping 
itu, terdapat pula Parlemen Eropa dimana anggota-anggota organisasi dipilih 
langsung oleh warga negara anggota52. 
Menjadi anggota Uni Eropa merupakan prosedur rumit yang tidak terjadi 
dalam semalam. Setelah negara pemohon memenuhi persyaratan untuk 
keanggotaan, negara tersebut harus menerapkan peraturan dan regulasi Uni 
Eropa di semua bidang.Setiap negara yang memenuhi ketentuan keanggotaan 
dapat mengajukan permohonan. Kondisi ini dikenal sebagai ‘Kopenhagen 
Criteria' yang didalamnya mengandung ekonomi pasar bebas, demokrasi yang 
stabil dan aturan hukum, dan penerimaan semua undang-undang Uni Eropa, 
termasuk mata uang euro.53 
Negara kandidat yang ingin bergabung dengan Uni Eropaharus 
mengajukan permohonan keanggotaan ke Dewan, yang meminta Komisi untuk 
menilai kemampuan negara kandidat untuk memenuhi Kopenhagen Criteria. 
Jika pendapat hasil positif, Dewan kemudian harus menyetujui mandat 
negosiasi. Negosiasi kemudian dibuka secara resmi berdasarkan subyek per 
subjek.54 






Selama periode penerimaan, negara kandidat didukung secara finansial, 
administratif dan teknis oleh Uni Eropa. Besarnya volume peraturan dan 
peraturan Uni Eropa yang harus diadopsi oleh setiap negara calon sebagai 
hukum nasional, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan negosiasi 
pun tidak sedikit.55 
Para menteri pemerintah dari masing-masing negara Uni Eropa yang 
tergabung dalam dewan, bertemu untuk membahas, mengubah dan mengadopsi 
hukum, dan mengoordinasikan kebijakan. Para menteri memiliki wewenang 
untuk melakukan pemerintah mereka untuk tindakan yang disepakati dalam 
pertemuan.Bersama dengan Parlemen Eropa, Dewan adalah badan pembuat 
keputusan utama Uni Eropa. 
Tugas Dewan Uni Eropa adalah: 56 
1. Merundingkan dan mengadopsi undang-undang Uni Eropa, bersama 
dengan Parlemen Eropa, berdasarkan proposal dari Komisi Eropa 
2. Mengkoordinasikan kebijakan negara-negara Uni Eropa 
3. Mengembangkan kebijakan luar negeri & keamanan Uni Eropa, 
berdasarkan pedoman Dewan Eropa 
4. Menyimpulkan perjanjian antara Uni Eropa dan negara-negara lain atau 
organisasi internasional 





5. Mengadopsi anggaran tahunan Uni Eropa-bersama dengan Parlemen 
Eropa. 
 
Sedangkan Pengambilan kebijakan di uni Eropa memiliki aturan sebagai 
berikut:57 
1. Semua diskusi & suara berlangsung di depan umum. 
2. Untuk diteruskan, keputusan biasanya membutuhkan mayoritas yang 
memenuhi syarat;  Suara dari 55% negara (dengan 28 anggota saat ini, 
berarti minimal suara yang diambil adalah dari sekitar 16 negara) serta 
mewakili setidaknya 65% dari total populasi Uni Eropa. 
3. Untuk memblokir keputusan, diperlukan setidaknya suara dari  4 negara 
(untuk mewakili setidaknya 35% dari total populasi Uni Eropa) 
4. Pengecualian-topik sensitif seperti kebijakan luar negeri dan perpajakan 
membutuhkan suara bulat (semua negara diharuskan mendukung). 
5. Kebijakan sederhana diperlukan untuk masalah prosedural & 
administratif 
 
Parlemen Badan Uni Eropa dipilih secara langsung memiliki tanggung 
jawab legislatif, pengawasan, dan anggaran. Saat ini Parlemen Badan Uni Eropa 
memiliki 751 anggota parlemen (Anggota Parlemen Eropa) dengan Presiden 
Antonio Tajani. Didirikan pada 1952 sebagai Majelis Umum Masyarakat 




Batubara dan Baja Eropa, 1962 sebagai Parlemen Eropa, pemilihan langsung 
pertama pada tahun 1979 dan berlokasi di Strasbourg (Prancis), Brussels 
(Belgia), Luksemburg 





• Meloloskan undang-undang UE, bersama dengan Dewan Uni 
Eropa, berdasarkan proposal Komisi Eropa 
• Memutuskan perjanjian internasional 
• Memutuskan pada pembesaran 
• Meninjau program kerja Komisi dan meminta untuk mengusulkan 
undang-undang 
b. Pengawasan60 
• Memilih Presiden Komisi dan menyetujui Komisi sebagai sebuah 
badan. Kemungkinan memilih mosi kecaman, mewajibkan Komisi 
untuk mengundurkan diri 
                                                 






• Memberikan pembebasan, yaitu menyetujui cara anggaran UE 
dihabiskan 
• Memeriksa petisi warga dan menyiapkan pertanyaan 
• Membahas kebijakan moneter dengan Bank Sentral Eropa 
• Mempertanyakan Komisi dan Dewan 
• Observasi pemilu 
c. Anggaran61 
• Menetapkan anggaran Uni Eropa, bersama dengan Dewan 
• Menyetujui anggaran jangka panjang Uni Eropa, "Kerangka 
Keuangan Multitahun” 
4.2 Profil Inggris 
Inggris (England) adalah sebuah negara yang menjadi bagian dari Britania 
Raya.Negara  Inggris memiliki batas wilayah sebagai berikut:  
1. Skotlandia di sebelah utara 
2. Wales di sebelah barat 
3. Laut Irlandia di barat laut 
4. Laut Keltik di barat daya 
5. Laut Utara di sebelah timur  
6. Selat Inggris, yang memisahkan dari benua Eropa, di sebelah selatan. 





Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan 
Pulau Britania Raya di Atlantik Utara. Inggris juga mencakup lebih dari 100 
pulau-pulau kecil seperti Isles of Scilly dan Isle of Wight.62Topografi Inggris 
sebagian besar terdiri dari perbukitan dan dataran rendah, terutama pada Inggris 
bagian tengah dan selatan. Dataran tinggi terdapat di bagian utara (misalnya, 
pegunungan Danau District, Pennines, serta Yorkshire Dales) dan di barat daya 
(misalnya Dartmoor dan Cotswolds). Sebelum London menjadi ibukota di tahun 
1066, ibu kota Inggris adalah Winchester. Berdasarkan luas wilayah, saat ini 
London merupakan daerah metropolitan terbesar di Britania Raya dan zona 
perkotaan terbesar di Uni Eropa.Penduduk Inggris berjumlah sekitar 53 juta 
jiwa, atau sekitar 84% dari total populasi Britania Raya, sebagian besar 
penduduk Inggris terkonsentrasi di London, Inggris Tenggara, dan kawasan-
kawasan konurbasi di Midlands, Barat Laut, Timur Laut dan Yorkshire. 
Masing-masing wilayah tersebut dikembangkan sebagai daerah industri utama 
selama abad ke-19.63 
Menurut 2011 Census-Population and Household Estimates for England 
and Wales, March 2011, yang dipublikasikan oleh pemerintah Britania Raya,  
Dengan jumlah penduduk lebih dari 53 juta jiwa, Inggris merupaka negara 
dengan populasi terpadat di Britania Raya. Jumlah tersebut setara dengan 84% 
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dari total keseluruhan penduduk Britania Raya. Secara personal, Inggris 
merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di Uni Eropa dan 
terbesar ke-25 di dunia. Inggris memiliki kepadatan penduduk 407 jiwa per 
kilometer persegi, terpadat di Uni Eropa setelah Malta.64 
Sebagai bagian dari Britania Raya, sistem politik dasar bagi Inggris adalah 
monarki konstitusional dan sistem parlementer. Sejak tahun 1707, Inggris tidak 
memiliki pemerintahan sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Kesatuan 1707, 
Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya. Sebelum 
penyatuan tersebut, Inggris diperintah oleh monarki dan Parlemen Inggris. Saat 
ini, Inggris diatur langsung oleh Parlemen Britania Raya, meskipun negara-
negara Britania lainnya diserahi pemerintahan sendiri (devolusi). Pada House of 
Commons, yaitu Majelis Rendah dalam Parlemen Britania Raya, terdapat 532 
dari total 650 anggota Parlemen (MP) yang mewakili konstituensi Inggris. 
Sebagai konsekuensi atas keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, pemilu 
untuk menentukan siapa wakil Britania yang akan dikirim sebagai anggota 
Parlemen Eropa juga diselenggarakan secara regional di Inggris.Sejak devolusi, 
negara-negara lain yang berada dalam kedaulatan Britania Raya (Skotlandia, 
Wales dan Irlandia Utara), masing-masing memiliki parlemen terdevolusi 
sendiri atau majelis untuk isu-isu lokal. 
Salah satu isu utama yang muncul dari kebijakan devolusi ini adalah 
‘Pertanyaan West Lothian’ (West Lothian Question), yaitu istilah yang 




digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana anggota parlemen Skotlandia 
dan Wales dapat memberikan suara atas undang-undang yang terkait dengan 
Inggris, sedangkan Inggris tidak memiliki hak yang setara. Akibat tidak 
memiliki devolusi kekuasaan, Inggris menjadi satu-satunya negara di Britania 
Raya yang tidak diberi hak untuk merumuskan kebijakan mengenai pengobatan 
kanker gratis, perawatan perumahan untuk penduduk usia tua, dan biaya 
pendidikan tinggi gratis. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya rasa 
"nasionalisme Inggris". Beberapa pihak telah menyarankan pembentukan 
Parlemen Inggris yang terdevolusi, sedangkan yang lainnya juga mengusulkan 
agar pemberian suara yang terkait dengan Inggris dibatasi, dengan artian hanya 





4.2.1 Partai Politik 
Partai-partai politik di Inggris yang terhitung masih aktif dalam 
pemilihan umum hingga tahun 2018 ialah sebagai berikut:65 
 
Sebelum pertengahan abad ke-19, politik di Inggris didominasi 
oleh Whig dan the Tories. Awalnya "Whig" dan "Tory" adalah istilah 
penyalahgunaan yang diperkenalkan pada 1679 pada kasus suksesi 
                                                 
65Dempsey, Audickas, & Keen. (2018, September 3). Membership of UK Political Parties. Briefing 
Paper Number SN05125 . London: House of Commons Library. 
 
Nama Partai Tahun Didirikan Pemimpin Partai (hingga 2018) 
The Labour Party 
(Partai Buruh) 
1900 Jeremy Corbyn (Dipilih pada 
tahun 2015) 
Scottish National Party 
(Partai Nasional Skotlandia) 
1934 Nicola Strugeon 
The Conservative Party 
(Partai Konservatif) 
1834 Theresa May 
The Liberal Democrat Party 
(Partai Demokrat Liberal) 
1988 Vince Cable 
The Green Party (England and 
Wales) (Partai Hijau) 
1983 Jonathan Bartley dan Caroline 
Lucas 
The UK Independence Party 
(UKIP) 
1993 Gerard Batten  




James, Duke of York. Istilah Whig dalam bahasa Gaelik Skotlandia 
adalah istilah yang diterapkan pada pencuri kuda yang 
mengkonotasikan ketidaksesuaian dan pemberontakan untuk 
diterapkan pada mereka yang mengklaim kekuatan tidak termasuk 
pewaris tahta. 66  Tory adalah istilah Irlandia yang menunjukkan 
pelanggar hukum dan diterapkan pada mereka yang mendukung hak 
turun-temurun James Duke of York, meskipun memiliki keyakinan 
Katolik Roma. Kaum Whig memasukkan banyak anggota dari dinasti 
aristokratik terkemuka yang berkomitmen pada suksesi Protestan, dan 
kemudian menarik dukungan dari kepentingan industri yang sedang 
berkembang termasuk para pedagang-pedagang kaya. Sementara Tory 
dikaitkan dengan bangsawan yang bertanah, Gereja Inggris dan Gereja 
Skotlandia. 
Pada pertengahan abad ke-19, Tory telah berevolusi menjadi 
Partai Konservatif, dan kaum Whig telah berevolusi menjadi Partai 
Liberal. Konsep paham kanan dan kiri berasal dari Perancis, di mana 
paham ‘Kanan’ berarti mendukung negara yang lebih kecil dengan 
pengaruh yang kurang terhadap kehidupan publik, sedangkan paham 
‘Kiri’ berarti menganjurkan negara yang lebih besar dengan lebih 
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banyak pengaruh pada kehidupan publik. Pada akhir abad 19, Partai 
Liberal mulai condong ke paham Kiri. Serikat Liberal memisahkan 
diri dari Liberal atas Aturan Rumah Irlandia dan bergerak lebih dekat 
ke Serikat Konservatif dari waktu ke waktu. 
Ketika Partai Liberal mengalami penurunan popularitas dan 
mengalami arus pengunduran diri yang panjang, Kaum Liberal dan 
Konservatif mendominasi panggung politik sampai tahun 1920-an, 
Saat itulah Partai Liberal diganti sebagai partai oposisi anti-Tory oleh 
Partai Buruh yang baru muncul, dan mewakili aliansi antara gerakan 
buruh, serikat dagang terorganisir dan berbagai masyarakat sosialis.67 
Partai-partai politik di Inggris tidak memiliki kewajiban hukum 
untuk menerbitkan statistik keanggotaan. Juga tidak ada definisi 
'keanggotaan' yang diakui secara bersamaan, dan tidak ada metode 
atau badan yang mapan untuk memantau hal tersebut. Namun, semua 
pihak diminta untuk menyerahkan akun tahunan oleh Partai Politik, 
Pemilu dan Referendum Act. 68  Mayoritas dari partai-partai utama 
secara sukarela memasukkan angka keanggotaan pertahun yang 
berakhir pada 31 Desember, kemudian data keanggotaan tersebut 
disampaikan kepada Komisi Pemilihan.  





4.2.2 Sistem Hukum 
Hukum paling otoritatif di Inggris adalah undang-undang perundang-
undangan, yang terdiri dari Acts of Parliament, peraturan dan peraturan 
perundangan. Dengan tidak adanya hukum perundang-undangan, undang-
undang umum dengan prinsip tatapan tatapnya membentuk sumber hukum 
sisa, berdasarkan pada keputusan pengadilan, dan kebiasaan. Meskipun 
Skotlandia dan Irlandia Utara merupakan bagian dari Kerajaan Inggris dan 
berbagi Westminster sebagai badan legislatif utama, mereka memiliki sistem 
hukum terpisah di luar Hukum Inggris.69 
Hukum umum dibuat oleh hakim yang menerapkan baik hukum acara 
dan prinsip-prinsip yang ditetapkan yang berasal dari alasan dari keputusan 
sebelumnya. Keadilan adalah sumber historis lain dari hukum yang dibuat 
hakim. Hukum umum dapat diubah atau dicabut oleh Parlemen. 
Sistem hukum Inggris tidak memiliki kodifikasi yang komprehensif 
dan tidak menjadi sistem hukum sipil. Namun, sebagian besar hukum 
pidananya telah dikodifikasi dari asal mula hukumnya, untuk kepentingan 
kepastian dan kemudahan penuntutan. Contohnya; untuk saat ini, 
pembunuhan tetap merupakan kejahatan hukum umum daripada pelanggaran 
hukum.70 
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Perjanjian internasional seperti Perjanjian Roma Uni Eropa atau 
Aturan Den Haag-Visby memiliki efek dalam hukum Inggris ketika diadopsi 
dan disahkan oleh Undang-Undang Parlemen. Adopsi perjanjian dapat 
dikecam oleh Executive Act. Kecuali, pengaduan atau pengunduran diri akan 
mempengaruhi hak-hak yang disahkan oleh parlemen. Dalam hal ini 
Executive Act tidak dapat digunakan karena doktrin kedaulatan Parlemen. 
Prinsip ini didirikan dalam kasus Miller dengan Sekretaris Negara untuk 
Keluar dari Uni Eropa pada tahun 2017.71 
Sistem hukum di Inggris yang berkembang selama berabad-abad 
adalah dasar dari sistem hukum umum yang digunakan di sebagian besar 
negara-negara Persemakmuran dan Amerika Serikat (kecuali Louisiana). 
Meskipun telah menjadi negara bagian dari Britania Raya, sistem hukum 
Pengadilan Inggris dan Wales tetap digunakan. Berdasarkan Perjanjian 
Kesatuan, sistem hukum yang digunakan di Inggris dan Wales terpisah 
dengan sistem hukum yang digunakan di Skotlandia. Esensi umum dari 
hukum Inggris adalah bahwa hukum dibuat oleh hakim yang berkedudukan di 
pengadilan, yang menerapkannya menurut akal sehat dan pengetahuan mereka 
(preseden).72  
Sistem pengadilan dikepalai oleh Pengadilan Senior Inggris dan 
Wales, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Kehakiman 





untuk kasus perdata, dan Pengadilan Mahkota untuk kasus pidana. Sedangkan 
Mahkamah Agung Britania Raya merupakan lembaga peradilan tertinggi 
untuk kasus-kasus perdata maupun pidana di Inggris dan Wales. Mahkamah 
Agung Britania Raya dibentuk pada tahun 2009 setelah perubahan konstitusi, 
dan mengambil alih fungsi yudisial dari House of Lords. Keputusan dari 
Mahkamah Agung Britania Raya mengikat setiap pengadilan lainnya dalam 
hierarki dan harus sesuai dengan petunjuknya. 
4.3 Dinamika Hubungan Inggris dengan Uni Eropa 
Hubungan antara Inggris dan Uni Eropa sering digambarkan sebagai 
“awkward partner”. Bergabung dengan ECSC yang merupakan awal mula dari 
Uni Eropa tidak termasuk dalam prioritas Inggris yang saat itu memilih untuk 
menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat. Disamping itu, meskipun 
ekonomi Inggris memiliki hubungan yang kuat dengan besi dan batu bara serta 
pemerintah Inggris yang memiliki ketertarikan untuk bergabung dalam 
komunitas berbasis ekonomi, ketertarikan tersebut didasarkan pada kerjasama, 
bukan integrasi. 73 
Bergabungnya Inggris ke European Community pada 1973 di masa 
kepemimpinan Edward Heath setelah dua kegagalan sebelumnya dinilai sebagai 
langkah agar Inggris tidak merasakan isolasi baik secara politik maupun 
ekonomi. Asumsi Heath, Inggris tidak memiliki pilihan lain selain bergabung 
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dengan EC dan berusaha membentuk prioritas Inggris dari dalam. 74 Setelah 
Heath turun dari jabatan pada 1974, Harold Wilson dari oposisi kembali naik 
menjadi Perdana Menteri dan mengadakan referendum keanggotaan setelah 
renegosiasi dengan EC dilakukan. Hasil referendum  menyatakan 62% dari 
pemilih setuju agar Inggris tetap bergabung dengan  EC.  
Hubungan Uni Eropa dan Inggris memasuki babak baru kala Margaret 
Thatcher naik menjadi Perdana Menteri Inggris pada 1979. Dikenal sebagai pro- 
Eropa, Thatcher memiliki pandangan yang berbeda dari pendahulunya. 
European Community, menurut Thatcher, diperlukan sebagai kebijakan anti 
Soviet. EC menjadi isu penting di mata Thatcher kala kontribusi Inggris kepada 
EC tidak sebanding dengan kekuatan PDB per kapita Inggris. 75Menurutnya 
transfer kekuasaan dari level nasional ke level Eropa merupakan hal yang utopis 
yang dapat membahayakan masyarakat, kebebasan, serta cara hidup Eropa.76 
Gagasan dan sikap tegas Thatcher terhadap Eropa membuat Thatcher menjadi 
simbol bagi Euroskeptis. Meskipun demikian, Thatcher merupakan orang yang 
berjasa dalam mewujudkan Single European Act yang menjadi cikal bakal 
Single Market Uni Eropa.77 
Pada perkembangannya setelah bergabung, Inggris tidak mengadaptasi 
kebijakan Uni Eropa secara menyeluruh. Inggris memilih opt-out  atau tidak 
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tergabung dengan Schengen Free Movement Area78yang mengatur pergerakan 
manusia di dalam Uni Eropa dan Title VI dalam Treaty of Amsterdam tahun 
1997 yang mengatur kerjasama hukum di bidang kriminal. Inggris juga memilih 
opt-out dari social chapter dalam Maastricht treaty dan Economy Monetary 
Union yang menjadikan Inggris tidak mengadaptasi Euro sebagai mata uang.79 
4.4 Euroskeptis di Inggris 
Euroskeptis didefiniskan sebagai “sikap perlawanan dan keraguan akan 
proses integrasi Eropa”. 80Perdana Menteri Winston Churchill sering disebut 
sebagai pionir euroskeptis di Inggris. Peran Inggris dalam integrasi Eropa 
menurut Churchill adalah sebagai saksi, dan bukan sebagai anggota ataupun 
partisipan. “We are with Europe, but we are not Europe”.81 
Ketidakterlibatan Inggris dalam pembentukan ECSC pada 1950an 
disebabkan karena sikap pesimis yang besar dari pemerintah bahkan keragu-
raguan mengenai persatuan di Eropa. Lebih jauh, euroskeptis merupakan 
karakteristik tidak hanya bagi partai buruh namun juga partai konservatif, 
Namun, memberi label bahwa salah satu diantaranya merupakan euroskeptis 
absolut juga bukan pernyataan yang benar. Contohnya, dalam tahap awal 
integrasi Eropa, perdana menteri konservatif Harold Macmillan, Harold Wilson 
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dari partai buruh, konservatif Edward Heath, serta James Callaghan dari partai 
konservatif semuanya merupakan pendukung Inggris untuk bergabung dalam 
ECSC dan EEC.82 
John Major yang menjabat pada 1992 merupakan seorang yang 
mendukung integrasi Eropa, yang dikonfirmasi melalui penandatanganan 
Maastricht Treaty yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Namun tentu saja hal ini 
tidak terjadi tanpa ekspresi cukup skeptis darinya yang menyatakan bahwa 
dengan bergabungnya Inggris ke Uni Eropa, Inggris mendapatkan beberapa 
keuntungan khusus dan berbagai kesempatan, namun Inggris tidak akan 
menjadi tawanan Uni Eropa, dan integrasi ini tidak akan berkembang menjadi 
federasi Eropa, sebuah ide yang ia tolak.83 
Disisi lain, anggota parlemen konservatif yang dikenal sebagai 
pemberontak Maastricht yang tidak setuju dengan keputusan Major mengambil 
tindakan radikal dengan melakukan sabotase parlemen Inggris saat ratifikasi 
perjanjian Maastricht. Meskipun jumlahnya hanya sedikit – 22 orang, namun 
hal ini cukup untuk menunda proses Integrasi Inggris ke Eropa dalam beberapa 
waktu.84 Major akhirnya berhasil meraih kompromi dan merevisi beberapa poin 
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dalam perjanjian untuk diratifikasi. Sebaliknya, sebagian konservatif masih 
menolak diratifikasinya perjanjian Maastricht. 85 
Menarik bahwa partai konservatif tidak memilliki posisi yang jelas 
mengenai Integrasi Inggris ke Eropa. Terlihat saat John Major mampu menjaga 
suara mayoritas di pihaknya meskipun mendapat kritik keras dari dalam 
partainya sendiri.86 Hasil dari pemilihan pimpinan partai setelah pengunduran 
dirinya pada 1995 tetap menempatkannya sebagai pemenang dengan 218 suara 
melawan John Redwood yang seorang euroskeptis.87 
Pemilihan 1997 merupakan bencana bagi partai konservatif yang 
mengalami kekalahan dari partai buruh pimpinan Tony Blair dan memaksa 
konservatif menjadi pihak oposisi. Dari sini terlihat bahwa Euroskeptis di 
Inggris tidak memiliki pendukung yang sistematis, namun jika dianalisis secara 
komprehensif, mayoritas pendukung Euroskeptis berasal dari partai 
konservatif88. Tokoh paling berpengaruh diantaranya Churchill yang memulai 
tren Euroskeptis dan Margaret Thatcher yang member fondasi bagi Euroskeptis. 
Terdapat beberapa kejadian yang dapat menjelaskan penyebaran 
Euroscepticism di Inggris, yaitu adanya perubahan struktural yang dapat 
digambarkan sebagai konstitusional, kelembagaan dan sistem partai. Berkenaan 







dengan perubahan konstitusional dan institusional, prinsip kedaulatan parlemen 
berada di bawah tekanan yang meningkat dari integrasi Eropa dan devolusi, 
yang harus dipahami sebagai proses yang saling terkait. Sebagai konsekuensi, 
terjadi perdebatan yang sangat luas mengenai integritas Inggris sebagai negara-
bangsa. 89 
Selain itu, tata kelola multi-level sebagai hasil dari integrasi dan devolusi 
Eropa memiliki dampak besar pada pelemahan Westminster berikutnya dalam 
hal pengambilan keputusan dan kebutuhan, sebagaimana pertama kali 
diungkapkan oleh pemerintah New Labour, untuk memberdayakan individu dan 
membawa mereka lebih dekat ke lokus kekuasaan.90 Sejak saat itu, penggunaan 
referenda berulang telah membuktikan evolusi konstitusional ini. Sejak Tony 
Blair dan kata kuncinya mengenai pemberdayaan, praktik kekuasaan telah jelas 
berubah, dengan parlemen Inggris demokrasi menjadi sesuai sebagai alat 
demokrasi langsung. Pemerintahan New Labour membuka siklus yang ingin 
dilakukan Cameron, dengan referendum pada Alternative Voting (Mei 2011), 
pada kemerdekaan Skotlandia (18 September 2014) dan referendum selanjutnya 
mengenai keanggotaan UE pada tahun 2017, menjauhkan dirinya sepenuhnya 
dari tuduhan Thatcher di referendum pada tahun 1975, mengutip Clement 
Attlee, "senjata indah untuk para diktator dan demagog". 
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Studi mengenai Euroskeptis dipandang sebagai variabel tetap yang sangat 
bergantung pada struktur dan kompetisi partai, sehingga menyediakan analisis 
dan pemahaman yang mendalam tentang Euroscepticism masa kini yang 
konservatif dan dampak nyata warisan Thatcherite dalam agenda partai Uni 
Eropa.91 
Adanya perubahan organisasi partai dapat menawarkan perspektif baru 
dan bermanfaat untuk menjelaskan pergeseran Euroscepticism teoritis (di bawah 
kepemimpinan Thatcher) ke Euroscepticism praktis (dibawah kepemimpinan 
Cameron). Perspektif ini memberikan argumen kuat untuk menjelaskan tidak 
hanya penyebaran Euroscepticism tetapi bagaimana di negara Inggris yang baru, 
bentuk populisme telah meresap ke seluruh agenda dan struktur partai 
Konservatif. 92  Meskipun ini pertanyaan tentang godaan populisme di Gaya 
kepemimpinan Cameron telah dibahas di tempat lain93, tetap menjadi isu yang 
layak untuk refleksi lebih lanjut.  
Perubahan radikal dalam hal manajemen partai dan reformasi organisasi 
harus diperiksa lebih dekat, dimana dikemukaan suatu proses transformasi yang 
mana menggabungkan depolitisisasi dan profesionalisasi sebanding dengan apa 
yang telah bekerja di partai konservatif. Perubahan organisasi bukanlah hal 
                                                 
91Ibid., p.3 
92Mudde, C. & Kaltwasser, C. R. (eds.) Populism in Europe and the Americas. Threat or Corrective 
forDemocracy, 2012 Cambridge: Cambridge University Press. 
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Higgins, M., "Governmentality, populism and empowerment. David Cameron's rhetoric of thebig 
society", in Scullion, R., Gerodimos, R., Jackson, D., Lilleker, D. G. (dir.) The Media, Participation 
andEmpowerment, 2013. Abingdon: Routledge. 
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baru, kembali ke reformasi William Hague diperkenalkan pada tahun 199894. 
Reformasi ini terutama menyangkut pemilihan kepemimpinan, dengan 
pengenalan surat suara pos untuk anggota partai. Ini juga menyediakan partai 
dengan konstitusi penuh di mana tiga komponen pihak (parlementer, 
profesional dan sukarelawan) bisa bersatu di bawah naungan baru yang 
menyeluruh bahwa dewan partai dengan hanya 5 anggota yang dipilih oleh 
Konvensi Nasional. Para komentator mencatat bagaimana perubahan organisasi 
ini hanya berfungsi untuk mengungkapkan otoritas berkelanjutan dari oligarki 
tersembunyi di belakang fasad peningkatan demokratisasi (Kelly, 2003: 102-
103). Pendapat lainnya menyatakan bahwa tahun 1998, reformasi mewakili 
perubahan dalam keseimbangan kekuatan partai (Bale & Turner, 2012), dengan 
pemimpin diarahkan ke atas struktur besar yang telah dikodifikasi oleh 
konstitusi partai (Webb, 2000) dan strategi "bottom-up" yang jelas hanya 
melayani untuk membangkitkan gaya mentalitas "top-down" yang memimpin 
partai 
Dalam memanfaatkan reformasi ini, David Cameron memperpanjangnya 
lebih jauh dan dengan demikian melicinkan jalan untuk perubahan yang lebih 
radikal dalam keseimbangan partai kekuasaan, dengan seorang pemimpin yang 
sekarang lebih tergantung pada peringkat-dan-akar rumput. Dari perspektif ini, 
perubahan dalam metode pemilihan pemimpin menjadi sangat mencerahkan. Di 
                                                 
94Alexandre-Collier. Op Cit. p.5 
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bawah Thatcher dan sejak 1965, ketika pemilihan kepemimpinan itu 
didemokratisasi untuk mencakup suara anggota parlemen dalam prosesnya, 
ketahanan seorang pemimpin hanya bergantung pada anggota parlemen: pada 
bulan November 1990, Thatcher sendiri kehilangan putaran pertama 
pemungutan suara hanya dengan 4 suara, yang berarti pada masa itu dia tidak 
mendapatkan mayoritas yang dibutuhkan ditambah 15%.  
Sampai batas tertentu, David Cameron kini telah mencapai jauh 
melampaui apa yang diharapkan oleh Margaret Thatcher, memenuhi atau lebih 
tepatnya mengimplementasikan mimpinya. Dengan referendum tentang Brexit, 
Cameron mungkin menawarkan versi yang lebih halus dengan apa yang 
sekarang disebut advokat Eurosceptics. Namun, kemungkinan kampanyenya 
untuk Brexit dalam referendum ke depan, akan menjauhkannya dari warisan 
Thatcherite mengenai kontinum Euroscepticism. 
Penjelasan yang menarik dapat ditemukan dalam jaringan faktor 
kelembagaan dan sistem partai yang menjelaskan tentang penyebaran Eropa dan 
Euroscepticism di tingkat nasional. Dari tahun-tahun kepemimpinan Thatcher 
hingga saat ini, cukup mudah untuk mengukur dampak dari perubahan 
konstitusional dan institusional yang dibawa oleh integrasi Eropa. Tetapi sejauh 
perhatian Partai Konservatif itu sendiri, penyebaran Euroscepticism – tidak 
hanya mengikuti posisi dari retorika Thatcher tetapi juga sebagai sebuah 
fenomena tersendiri – berbeda dari serangkaian kebijakan yang 
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dipromosikannya atau dipertahankannya; ia juga berasal dari perubahan radikal 
dalam keseimbangan kekuasaan antara berbagai komponen organisasi partai. 
Masih kuat, pemimpin yang berada di puncak piramida, mengingatkan pada 
deskripsi oligarkis yang diungkapkan oleh McKenzie. Namun kondisi 
kenaikannya telah berubah, seperti juga kemampuan mereka menanggapi 
evolusi ini: sementara nasib Margaret Thatcher bergantung sepenuhnya pada 
partai parlementer. 
David Cameron sekarang lebih mudah menerima tekanan akar rumput dan 
lebih sensitif terhadap populisme. Sebagai satu dari efek utamanya, penyebaran 
Euroscepticism memang bisa dipelajari sebagai indikasi seberapa banyak partai 
telah berubah setelah Thatcher. Anggota parlemen konservatif sekarang lebih 
berani dan lebih independent dari pemimpin mereka, tetapi juga lebih 
tergantung dari sebelumnya pada pemilih mereka, sejauh tergoda oleh 
populisme. Perubahan organisasi partai telah membuka jalan bagi 
Euroscepticism untuk menjalar ke seluruh struktur partai, dengan 
kepemimpinan partai sekarang didesak untuk menanggapi lebih banyak secara 




4.5 Kronologi Referendum Keanggotaan Uni Eropa 2016 
Seperti yang dijabarkan sebelumnya, sepanjang menjadi anggota Uni 
Eropa, Inggris selalu menolak proses integrasi khususnya secara politik. 
Euroskeptis juga bukan hal yang baru di Inggris. David Cameron sendiri 
mendeskripsikan dirinya sebagai Euroskeptis.95Setelah naik menjadi pemimpin 
partai konservatif pada 2009, ia menjanjikan amandemen terhadap perjanjian 
Uni Eropa untuk membatasi wewenang Uni Eropa tanpa melewati 
referendum. 96 Kronologi referendum keanggotaan Uni Eropa sendiri sudah 
dimulai sebelum 2016. Pada 23 Januari 2013, dalam kesempatan pidato di 
Bloomberg, David Cameron mengungkapkan kritik dan ide ide barunya untuk 
Eropa, yang kemudian diikuti dengan pernyataan untuk melakukan referendum 
status keanggotaan Inggris di Uni Eropa setelah ia memulai proses renegosiasi 
dengan parlemen Eropa. Dalam kesempatan ini, Cameron menekankan 
pentingnya Inggris untuk tetap berada di Uni Eropa, namun Uni Eropa yang 
lebih fleksibel.97 
Referendum ini masuk dalam manifesto partai konservatif pada pemilihan 
umum 2015. Setelah meraih suara populer dan memenangkan pemilu, Cameron 
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mengungkapkan rencana referendum dalam pertemuan dewan Eropa pada 25-26 
Juni 2015. Proses renegosiasi sendiri dimulai pada 19 Oktober 2015 dan meraih 
kesepakatan pada pertemuan Dewan Eropa 19 Februari 2016 dengan ringkasan 
hasil sebagai berikut: 
No Tuntutan Inggris Hasil Renegosiasi 
1. Pilihan untuk Inggris untuk tidak 
terlibat dalam visi “Ever Closer 
Union” Uni Eropa yang akan 
berlanjut pada integrasi politik 
secara formal. Inggris juga 
menginginkan adanya kekuasaan 
bagi parlemen nasional untuk 
menolak / memveto proposal 
undang-undang Uni Eropa . 
Uni Eropa mengakui keinginan Inggris 
untuk tidak terlibat dalam integrasi 
politik yang lebih jauh. 
 
Parlemen Inggris diperbolehkan untuk 
memblok undang-undang Uni Eropa 
selama disetujui oleh 55% anggota 
parlemen serta dikirim dalam rentang 
waktu 12 minggu sejak draf diterima 
parlemen. 
2. Peraturan baru mengenai imigrasi 
diantaranya: 
• Migran Uni Eropa diharuskan 
untuk tinggal di Inggris selama 4 
tahun sebelum mendapatkan 
jaminan untuk anak, tax credit, 
serta social housing 
• Migran Uni Eropa yang tidak 
mendapatkan pekerjaan di 
Inggris dalam rentang 6 bulan 
diharuskan untuk meninggalkan 
Inggris. 
• Migran Uni Eropa dilarang untuk 
mengirimkan child benefit dan 
child tax credit jika anak berada 
diluar Inggris. 
Uni Eropa mengizinkan negara anggota 
untuk membatasi pendatang 
 
Child benefit tetap diberikan dalam 
bentuk biaya hidup senilai dengan 
standar dimana anak tinggal . 
 
3. • Pengakuan secara eksplisit 
bahwa Euro bukan merupakan 
nilai tukar satu-satunya di Uni 
Eropa, untuk memastikan negara 
yang berada di luar zona Euro 
tidak dirugikan secara material.  
• Jaminan bahwa financial union 
tidak bisa diberlakukan bagi 
negara diluar zona Euro 
Uni Eropa menjamin negara diluar zona 
euro tidak wajib untuk berkontribusi 
dalam bailout euro. Juga diberikannya 
hak bagi negara anggota untuk 
mengungkapkan kekhawatirannya akan 
dampak dari keputusan yang dibuat oleh 
negara yang berada dalam zona euro 
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• Inggris tidak diharuskan untuk 
berkontribusi untuk bailout bagi 
zona euro. 
4. Perlunya target untuk mengurangi 
beban akibat dari banyaknya 
peraturan serta peningkatan single 
market. 
Uni Eropa akan memasang target untuk 
mengurangi beban tersebut. 
TABEL 4-1 TABEL PERBANDINGAN TUNTUTAN INGGRIS DAN HASIL RENEGOSIASI 
Setelah mendapatkan kesepakatan diatas, pada 22 Februari Perdana Menteri 
David Cameron mengumumkan pada publik tanggal referendum yaitu 23 Juni 2016. 
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan dokumen yang berisi status khusus Inggris di 
Uni Eropa yang baru saja disepakati. Dokumen ini berjudul “The Best of Both 
Worlds: the United Kingdom’s Special Status in a Reformed European Union”. 
Cameron juga berbicara di depan House of Commons mengenai hasil tersebut serta 
tanggal referendum 98 . Dilanjutkan dengan pembagian selebaran mengenai 
referendum untuk dibagikan ke serlutuh rumah tangga di Inggris pada 11 April 2016. 
Lalu akhirnya pada 23 Juni 2016 diadakan referendum keanggotaan Uni Eropa 
dengan pertanyaan “Should the United Kingdom remain a member of the European 
Union or leave the European Union?”.  
Hasil dari referendum diumumkan keesokan harinya dengan hasil mayoritas 
penduduk Inggris ingin Inggris meninggalkan Uni Eropa dengan perolehan suara 
51,9% berbanding dengan suara untuk tetap di Uni Eropa sebesar 48,1%. Di hari 
yang sama juga David Cameron berbicara di luar 10 Downing Street untuk 
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Walker. (2018). Brexit timeline: events leading to the UK’s exit from the European Union. Briefing 
Paper: House of Commons Library , 1-36. 
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menyatakan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri.99 Yang kemudian dilanjutkan 
dengan sesi di House of Commons mengenai hasil referendum  oleh David Cameron. 
13 Juli 2016 Theresa May resmi menjadi pengganti David Cameron sebagai Perdana 
Menteri Inggris yang baru. Meskipun dirinya merupakan bagian dari kampanye 
‘remain’ May tetap memulai masa negoisasi untuk keluar dari Uni Eropa dengan 
memicu pasal 50 perjanjian Eropa.100  






5 ANALISIS KEBIJAKAN PERDANA MENTERI INGGRIS MENGADAKAN 
REFERENDUM KEANGGOTAAN UNI EROPA TAHUN 2016 
 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai operasionalisasi dari fenomena yang 
diangkat yaitu pengambilan keputusan pemerintah Inggris mengadakan referendum 
keanggotaan Uni Eropa tahun 2016. Analisis digunakan dengan Teori Prospek 
(Prospect Theory) milik Rose McDermott. Dengan teori tersebut akan dilihat alasan 
mengapa kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan resiko yang muncul. 
Prospect Theory menganalisis kecenderungan pemimpin negara 
mengeluarkan kebijakan dalam keadaan resiko (risk propensity). Kecenderungan ini 
muncul dari kombinasi posisi pembuat kebijakan (domain) serta resiko yang muncul 
(risk). Kombinasi keduanya lalu dibandingkan dengan titik acuan (reference point) 
yang merupakan tujuan pembuat kebijakan untuk menentukan apakah pembuat 
kebijakan berada dalam posisi menguntungkan (domain of gain) atau posisi rugi 
(domain of losses). Posisi menguntungkan akan membawa pembuat kebijakan kepada 
perilaku menghindari resiko (risk averse), dan posisi rugi akan menghasilkan perilaku 
menerima resiko (risk acceptance).101 
Indikator yang digunakan untuk menentukan dimana posisi (domain) pembuat 
kebijakan beroperasi diantaranya berupa data-data objektif seperti opini publik, 
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dukungan kongres, kondisi ekonomi, hingga editorial media. Serta data subjektif 
yang berupa pendapat pribadi pembuat kebijakan yang dapat dilihat dari interview, 
autobiografi, atau surat arsip dan transkrip yang dimiliki pembuat kebijakan. Lalu 
dari sisi resiko, dapat dilihat melalui proses framing oleh tokoh yang memiliki 
kedekatan dengan pembuat kebijakan yang akan membagi besaran resiko secara 
hierarkis. Sebelum menguraikan masing-masing variabel dari perhitungan risk 
propensity, akan ditentukan terlebih dahulu titik acuan (reference point) yang akan 
menjadi penentu posisi domain. Dalam kasus ini, titik acuannya adalah posisi status 
quo baik itu dari jabatan sebagai perdana menteri, dan status Inggris sebagai negara 
anggota Uni Eropa. 
5.1 Variabel Domain 
Domain merupakan posisi dimana pembuat kebijakan beroperasi. Untuk 
menentukan apakah posisi pembuat kebijakan berada pada posisi 
menguntungkan atau rugi, akan diuraikan dalam indikator sebagai berikut. 
5.1.1 Dukungan Parlemen 
Dalam pemilihan umum 2010, Partai Konservatif memenangkan 306 
dari 650 kursi parlemen, yang menjadikan partai konservatif pemenang 
pemilihan umum namun tidak menguasai mayoritas House of 
Commons.102Akhirnya partai konservatif membentuk koalisi dengan partai 
                                                 
102The Electoral Commission. (2010, May). The Electoral Commission. Retrieved December 16, 2018, 
from 2010 UK general election results: https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-
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liberal demokrat dan membentuk pemerintahan mayoritas dengan total 363 
kursi parlemen. Dalam manifestonya, partai konservatif percaya bahwa 
Inggris tidak seharusnya memberikan kekuasaan kepada Uni Eropa tanpa 
persetujuan masyarakat dan transfer kekuasaan hanya bisa dilakukan dalam 
situasi yang memenuhi kepentingan Inggris. 103  Sebaliknya, partai liberal 
demokrat percaya bahwa kepentingan Inggris sejalan dengan kepentingan Uni 
Eropa, sehingga, kerjasama dengan Uni Eropa merupakan cara yang paling 
baik bagi Inggris untuk memiliki pengaruh di masa depan. Namun partai 
liberal demokrat mendukung in/out referendum jika terjadi perubahan 
fundamental dalam hubungan Inggris dan Uni Eropa.104 
Sejak pemerintahan baru terpilih pada 2010, usulan mengadakan 
referendum keanggotaan Uni Eropa pertama kali disuarakan pada sesi debat 
anggota parlemen 24 Oktober 2011. Meskipun hasil voting tetap berakhir 
dengan kekalahan pendukung referendum sebanyak 483-111 suara, jumlah ini 
merupakan jumlah pemberontakan terbesar yang dialami perdana menteri 
                                                                                                                                           
subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections/2010-uk-
general-election-results 
103Conservative manifesto: 2010 general election party policy. (2010, April 13). Retrieved December 
16, 2018, from The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/election-
2010/7165000/conservative-manifesto.html 
104Democrat, L. (2010). Liberal Democrat Manifesto 
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partai konservatif karena sebanyak 80 suara diantaranya merupakan suara dari 
anggota parlemen partai konservatif ditambah dengan 12 suara abstain.105 
Di dalam partai konservatif sendiri terdapat banyak kubu yang memiliki 
pandangan berbeda terhadap keanggotaan Uni Eropa. Kelompok 'Fresh Start 
Project' dibentuk oleh Chris Heaton Harris, George Eustice, dan Andrea 
Leadsom berhasil mendapatkan dukungan sebagai simbol mainstream 
euroskeptis dengan menarik 100 anggota parlemen 2010 dalam pertemuan 
pertamanya106. Kemudian terdapat kelompok ‘Better Off Out’ yang memiliki 
pandangan hard euroscepticism menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa 
secepatnya. 
Ada juga kelompok mandaters yang berisi anggota parlemen senior yang 
menginginkan dua referendum, yaitu referendum untuk membuat reformasi 
perjanjian keanggotaan Uni Eropa, serta referendum untuk pemilih 
menyetujui hasil renegosiasi yang berarti keluar dari Uni Eropa jika hasil 
renegosiasi tidak disetujui. Lalu kelompok just give us referendum terdiri dari 
100 anggota parlemen partai konservatif yang mendukung gerakan dari John 
Baron untuk meloloskan undang-undang yang mengharuskan pemerintahan 
untuk membuat referendum Uni eropa. Terakhir, kelompok eurorealist yang 
                                                 
105Sparrow, A. (2011, November 24). EU referendum Commons vote – Monday 24 October 2011. 
Retrieved December 14, 2018, from guardian: https://www.theguardian.com/politics/2011/oct/24/eu-
referendum-commons-vote-live-coverage 
106Lynch, W. (2012). Where There is Discord, Can They Bring Harmony? Managing Intra-party 
Dissent on European Integration in the Conservative Party. The British Journal of Politics and 
International Relation , p16 
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mendukung David Cameron dalam proses renegosiasi Keanggotaan Inggris. 
Kelompok ini memiliki jumlah yang sedikit dan tidak banyak mengutarakan 
komentar komentar di hadapan publik. Diketahui sebanyak 30 anggota 
parlemen konservatif membuat surat untuk David Cameron yang berisi 
peringatan penolakan terhadap keluarnya Inggris dari Uni Eropa.107 
Tekanan yang dialami David Cameron yang datang dari partai 
konservatif terbukti dalam laporan yang dilansir oleh The Independent, ketika 
mantan kepala komunikasi Sir Craig Oliver menyatakan bahwa David 
Cameron akan menghadapi gelombang perpindahan anggota konservatif ke 
UKIP (United Kingdom Independece Party) jika Cameron tidak memberikan 
opsi referendum.108 
5.1.2 Opini Publik 
Jika titik acuan dalam penelitian ini adalah status quo Perdana Menteri 
Inggris dan keanggotaan Inggris di Uni Eropa, maka opini publik yang akan 
dibahas adalah opini publik mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja 
Perdana Menteri serta polling publik ketika dihadapkan dengan pilihan 
referendum. Data opini publik yang diambil merupakan data dari bulan Juni 
2010 sebagai awal mula pemerintahan David Cameron, hingga Februari 2013 
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saat David Cameron menyatakan akan mengadakan referendum keanggotaan 
Uni Eropa setelah proses renegosiasi. 
 
GRAFIK 5-1 TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PERDANA 
MENTERI DAVID CAMERON SUMBER: IPSOS MORI 
 
Survey ini dilakukan oleh Ipsos Mori109 dengan jumlah sampel berbeda 
di tiap bulannya. Bentuk pertanyaan yang disampaikan dalam survey ini 
adalalah “Are you satisfied or dissatisfied with the way Mr. Cameron is doing 
his job as Prime Minister?” Dari grafik diatas, terlihat bahwa tingkat kepuasan 
publik terhadap kinerja David Cameron terbilang tinggi kala baru terpilih 
pada Juni 2010. Namun, tren kepuasan ini justru menurun hinggapada 
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Desember 2010 persentase tidak puas menjadi lebih besar daripada yang 
persentase puas dengan kinerja David Cameron. 
 
GRAFIK 5-2 TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PERDANA 
MENTERI DAVID CAMERON SUMBER: IPSOS MORI110 
 
Dalam masa Juni 2011 hingga Mei 2012, tingkat kepuasan publik 
terhadap Perdana Menteri tidak pernah menyentuh angka 50%. Serta tingkat 
ketidakpuasanpun semakin naik persentasenya hingga menyentuh hampir 
60%. Menarik diperhatikan bahwa dalam masa ini terdapat peristiwa debat 
usulan referendum Uni Eropa dalam parlemen yaitu pada 24 Oktober 2011. 
Saat itu tingkat kepuasan publik kepada Perdana Menteri berada pada 40%dan 














54% sisanya tidak puas. Namun pada November baik persentase yang puas 
dan yang tidak puas sama sama mengalami penurunan sebanyak 1 persen. 
 
GRAFIK 5-3 TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PERDANA 
MENTERI DAVID CAMERON JUNI 2012 - MEI 2013 SUMBER: IPSOS 
MORI111 
 
Rentang Juni 2012 hingga Mei 2013 juga masih menunjukkan tingkat 
kepuasan publik yang bahkan semakin turun dan hanya satu kali menyentuh 
angka 40%. Dalam masa ini, Januari 2013 merupakakan saat dimana David 
Cameron melakukan pidato di Bloomberg dan mengungkapkan untuk pertama 
kalinya rencana referendum keanggotaan Inggris. Jika dibandingkan dengan 














bulan sebelum dan sesudahnya, tingkat kepuasannya turun sebesar 3 persen 
dan kenaikan persentase ketidakpuasan sebanyak 2 persen. 
Dari ketiga grafik diatas, terlihat bahwa secara umum, opini publik 
terhadap kinerja David Cameron sebagai perdana menteri mengalami 
penurunan yang cukup banyak terutama jika dibandingkan dengan saat ia 
menjabat untuk pertama kalinya. 
Opini publik lainnya yang dapat dikaji adalah opini mengenai 
keanggotaan Inggris di Uni Eropa utamanya dalam rentang 2010 hingga 2013.  
Setelah voting parlemen mengenai referendum Uni eropa diadakan pada 24 
Oktober 2011, Polling dari Guardian dan ICM menunjukkan sebanyak 70% 
pemilih menginginkan diadakannya voting untuk keanggotaan Inggris di Uni 
Eropa dan dengan 61% diantaranya menginginkan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa. Terdapat suara mayoritas untuk menginginkan referendum dalam 
seluruh kelas sosial di wilayah Inggris. Responden laki-laki dan perempuan 
juga memiliki pendapat yang sama. 71% pemilih konservatif menginginkan 
adanya pemilihan, sedangkan terdapat 65% pemilih partai buruh yang 
menginginkan hal serupa. Secara umum, hanya 23% pemilih yang menolak 
adanya referendum. 
Kemudian survey yang dilakukan The Opinium pada November 2012 
menemukan bahwa 56% akan memilih agar Inggris keluar jika ada pilihan 
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untuk melakukan referendum. Jika melihat dari sisi pendukung partai besar di 
Inggris, 68% pemilih partai konservatif ingin meninggalkan Uni eropa, 
melawan 24% lainnya yang ini tetap di dalam Uni eropa. sedangkan 44% 
pemilih partai buruh akan memilih untuk keluar dari Uni eropa dan 39% 
lainnya ingin tetap di Uni Eropa. Pemilih partai liberal demokrat, berbeda 
dengan yang lain, memilih untuk tetap bersaa dengan uni eropa sebanyak 47% 
dengan 39% lainnya menginginkan untuk keluar dari Uni Eropa.112 
5.1.3 Pendapat Pribadi Perdana Menteri 
Sebelum sesi debat anggota parlemen dilakukan pada tahun 2011, David 
Cameron masih dalam pendiriannya untuk tidak melaksanakan referendum. 
hal ini terungkap lewat penolakannya terhadap keinginan house of common 
mengangkat topik tersebut dalam debat parlemen.  
"Of course we, the Conservative Party, are committed to the 
return of powers from Brussels to Westminster. We are also 
committed as a government that if power passes from 
Westminster to Brussels, there would have to be a referendum. 
That promise is good for the whole of this Parliament and 
beyond. But I do not support holding a referendum come what 
may. That is not our policy and I will not be supporting that 
motion. The right answer is not to hold a referendum willy-
nilly in this Parliament when we have so much to do to get 
Europe to sort its problems out."113 
                                                 
112
Clark. (2011, October 24). EU referendum: poll shows 49% would vote for UK withdrawal. 
Retrieved December 15, 2018, from The Guardian: 
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/24/eu-referendum-poll-uk-withdrawal 
113BBC News. (2011, October 25). EU referendum: Rebels lose vote in Commons. Retrieved October 
18, 2017, from http://www.bbc.com/news/uk-politics-15425256 
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Dalam sesi konferensi pasca pertemuan Uni Eropa pada 2012 Cameron 
kembali menegaskan bahwa referendum in or out bukanlah pilihan terbaik 
saat itu dengan alasan mayoritas masyarakat Inggris ingin perubahan dalam 
hubungan dengan Uni Eropa saat ini, bukan semata-mata keluar dari Uni 
Eropa.114 
Dalam pidatonya pada 23 Januari 2013 perubahan pendapat David 
Cameron terlihat. Meskipun tetap menginginkan Inggris tetap menjadi 
anggota Uni Eropa, David Cameron memilih isu keanggotaan ini menjadi 
perdebatan publik dengan  menjanjikan referendum. Seperti yang dikutip oleh 
The Telegraph  
"It is time to settle this European question in 
British politics. I say to the British people: 
this will be your decision."115 
 
Serta pernyataan yang dikutip oleh The Guardian 
"But I don't believe that to make a decision at 
this moment is the right way forward, either 
for Britain or for Europe as a whole. A vote 
today between the status quo and leaving 
would be an entirely false choice.”116 
 
                                                 
114Helm, B. a. (2012, November 17). 56% of Britons would vote to quit EU in referendum, poll finds. 
Retrieved December 14, 2018, from The Guardian: 
https://www.theguardian.com/politics/2012/nov/17/eu-referendum-poll 
115 Mason, & Waterfield. (2013, January 23). David Cameron: I will settle the Europe question with 
EU referendum. Retrieved December 22, 2018, from The Telegraph: 
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116 Watt, N. (2013, January 22). EU referendum: In-out choice by end of 2017, Cameron promises. 





Pidatonya tahun 2016 juga mengatakan hal serupa. Bahwa referendum 
merupakan pilihan masyarakat. 
“Everyone is going to have to make their own 
decision. This is not a debate between 
politicians. It’s a debate for the whole of the 
country to get involved in and to make their 
decision.”117 
Dari sini terlihat pergeseran pendapat David Cameron, dari yang semula 
tidak memperhitungkan opsi referendum, menjadi memberikan pilihan kepada 
masyarakat. Namun pandangannya bahwa Inggris tetap harus berada dalam 
Uni Eropa tidak pernah berubah. 
5.1.4 Pemberitaan Media 
Keputusan David Cameron untuk melakukan referendum terkait 
upayanya melepaskan Inggris dari Uni Eropa mendapatkan perhatian dari 
berbagai media baik cetak maupun elektronik. Pembuatan kebijakan atau 
policymaking merupakan salah satu aktivitas yang tidak dapat luput dari 
pengaruh media. Menurut Hofferbert, pembuatan kebijakan merupakan proses 
politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, dan media 
memiliki peran penting dalam membentuk konteks sosial dimana kebijakan 
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tersebut berkembang.118 Melalui media, rakyat dapat mempelajari bagaimana 
kebijakan pemerintah akan mempengaruhi mereka, dan bagaimana pula 
pemerintah memperoleh feedback dari program atau kebijakan tersebut. 
Sistem media berperan sebagai saluran primer antara pihak yang ingin 
mempengaruhi kebijakan dan para pembuat kebijakan itu sendiri. 
Konsekuensinya, bidang politik saat ini terkolonisasi oleh adanya media, dan 
politik telah mulai ter-orientasi untuk memuaskan logika organisasi media 119 
Peristiwa pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa juga tidak terlepas 
dari pengaruh media massa untuk membentuk framing rakyat. Pada pidato 
David Cameron tahun 2009, dikatakan bahwa internet menjadi “agen 
penyerbuk yang luar biasa (amazing pollinator)” yang “mampu mengubah 
pertarungan yang sepi menjadi kampanye massal; mentransformasi keluhan 
menjadi sebuah gerakan; menarik perhatian ratusan, ribuan, bahkan jutaan 
orang kemudian menggerakkan mereka pada sebuah aksi”120.  
Sebagai contoh, Polonski (2016) 121  dalam risetnya yang dilakukan 
pada media sosial Instagram terhadap 18.000 pengguna dan 30.000 unggahan, 
mengenai pengaruh sosial media pada referendum Uni Eropa, data tersebut 
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from The Guardian: https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/14/pms-two-takes-on-
surveillance-state 
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mengindikasikan bahwa tidak hanya terdapat dua kali lebih banyak 
pendukung Brexit di Instagram, tetapi juga lima kali lebih aktif daripada 
aktivis – aktivis yang memilih untuk menetap (non-Brexit)122 . Pola yang 
serupa juga ditemukan di media sosial Twitter, dimana ditemukan 
perbandingan pemilih Brexit dan non-Brexit adalah 7 berbanding 1. 
Momentum online yang diperoleh dari rakyat pro-Brexit juga terbukti dalam 
dukungan yang mereka peroleh dari masyarakat. Unggahan aktivis pro-Brexit 
rata-rata mendapatkan 20% komentar yang lebih banyak.123 Selain itu, 3 tagar 
yang paling sering digunakan dalam data berasal dari kelompok pro-Brexit 
dan terintegrasi dengan baik ke dalam semua percakapan jaringan online: 
#Brexit, #Beleave dan #VoteLeave. Dengan menggunakan internet, kubu pro-
Brexit mampu menciptakan persepsi dukungan public yang luas untuk tujuan 
mereka yang bertindak sebagai ramalan yang terwujud dengan sendirinya.124 
Penelitian tentang bagaimana Uni Eropa telah dilaporkan dalam pers 
telah tegas. Di luar pelaporan pers Independent, Guardian and Mirror telah 
tanpa henti memusuhi Uni Eropa yang menghambur-hamburkan biaya 
keanggotaan Inggris untuk proyek Eropa, pers telah menggunakan pilihan-
pilihan kata yang negatif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa media 
penyiaran telah gagal menawarkan sebuah tandingan. Pelaporan siaran 
cenderung didominasi oleh perselisihan antara Uni Eropa dan Inggris atau 






konflik politik domestik. Ini berarti bahwa ketika Uni Eropa dilaporkan 
cenderung dibingkai sebagai berada dalam hubungan konflik daripada 
kolaboratif dengan Inggris. Selain itu, karena sebagian besar laporan siaran 
didominasi oleh dua partai utama-dan euroskeptis konservatif lebih vokal 
daripada anggota parlemen partai Buruh Eropa-penonton lebih terbuka 
terhadap argumen menentang Uni Eropa daripada yang mendukung.125 
Pelaporan imigrasi khususnya di tabloid cenderung sangat negatif, 
dengan aliran cerita tentang imigran 'memata-matai'. Tema-tema negatif ini 
dapat menjadi terkait dengan isu-isu lain di benak publik.  
Oleh karena itu, dalam memahami bagaimana media mempengaruhi 
hasil referendum, penting untuk mengetahui bahwa sebelum kampanye 
bahkan mulai, sebagian besar masyarakat telah diprioritaskan oleh media 
untuk menjadi Eurosceptik126. Kampanye pihak yang menginginkan Inggris 
keluar atau Leave menyoroti tema yang sudah lama ada di sekitar kedaulatan 
dan imigrasi. Sebaliknya kampanye Remain tidak dapat membangun kasus 
positif untuk Eropa sebagian karena narasi tersebut belum secara 
komprehensif didirikan di masa lalu oleh media dan politisi. Oleh karena itu, 
bahkan jika pihak Remain konsisten mengemukakan argumen tentang sosial 
dan budaya dan manfaat keanggotaan Uni Eropa, mereka tidak akan bergaung 
secara efektif karena mereka tidak memiliki mata uang sosial. Dengan cara ini 





media memainkan peran jangka panjang dan kuat yang kuat dalam 
mempengaruhi hasil referendum. 127 
Dalam World Press Freedom Index yang dikeluarkan oleh Reporters 
without borders selama 2010-2014, Inggris selalu menempati ranking 40 besar 
yang menandakan kebebasan pers yang cukup baik 128 . Namun terdapat 
dinamika antara media Inggris dan Uni Eropa karena banyak media Inggris 
yang Euroskeptis. 
Terlihat dari studi yang dilakukan Benjamin Hawkins mengenai 
analisis media Inggris terhadap perubahan perjanjian Uni Eropa. 
menggunakan studi melalui media cetak, studi ini menilai bahwa media 
Inggris menggambarkan Uni Eropa sebagai foreign power dan sebagai forum 
untuk tawar menawar antar negara. Inggris dirasa sebagai negara yang 
termarjinalkan oleh Uni Eropa dan kepentingan Inggris tidak diprioritaskan.129 
Dalam survei YouGov, media mainstream di Inggrisyang termasuk 
dalam right wing press diantaranya The Daily Mail, The Daily Express, The 
Sun serta The Telegraph. Sedangkan left wing press diantaranya The 
Guardian, The Mirror, The Independent serta The Times.130 
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The Daily Mail pada 23 Januari 2013, ketika David Cameron 
mengumumkan rencananya untuk melaksanakan referendum, menulis 
headline yang cukup menunjukkan sikap euroskeptis. Dalam judul “Mr 
Cameron's given us a real choice. Let's not squander it” dituliskan 
kekecewaan editor terhadap apa yang didapatkan Inggris selama menjadi 
anggota Uni Eropa, serta dukungan terhadap konservatif atas keputusan 
referendum dan kritik terhadap partai buruh yang tidak memberikan opsi yang 
sama.131 
Sedangkan The Guardian pada tanggal yang sama memberikan 
headline yang cukup netral, “EU referendum: In-out choice by end of 2017, 
Cameron promises” dengan ulasan yang lebih berimbang gabungan dari opini 
baik itu dari pihak euroskeptis maupun pro Uni Eropa. Artikel ini banyak 
menuliskan  pendapat dari berbagai tokoh yang secara umum, mengkritik 
pilihan David Cameron untuk melakukan referendum.132 
  
                                                                                                                                           
 
131 Fox, L. (2013, January 23). Mr Cameron's given us a real choice. Let's not squander it. Retrieved 
December 22, 2018, from Daily Mail Online: https://www.dailymail.co.uk/news/article-
2267297/David-Camerons-speech-Europe-given-real-choice-lets-squander-it.html 
132 Watt, N. Op Cit. 
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5.2 Variabel Risk 
5.2.1 Framing 
 Salah satu faktor yang mengarahkan pengambilan kebijakan 
referendum adalah framing yang berasal dari orang terdekat Perdana Menteri 
David Cameron, salah satunya Steve Hilton. Hilton merupakan salah satu eks 
anggota tim sukses sekaligus penasehat perdana menteri ketika pemilihan raya 
tahun 2010. Sebagaimana dikutip dari The Guardian: 
“We were told, directly and explicitly, that it was impossible for the 
government to meet its immigration target as long as we remained 
members of the EU, which of course insists on the free movement of 
people within it” 
“You don’t need to sit in a stocktake meeting at No 10 Downing Street 
to see the obvious truth: our immigration system is completely broken, 
and as long as we’re in the EU, our elected governments are 
powerless to fix it.”133 
Lebih jauh, menurut pengakuan Steve Hilton, pernyataan-pernyataan 
senada sudah dikeluarkan jauh-jauh hari bahkan ketika David Cameron 
memegang tampuk kekuasaan perdana menteri di waktu awal setelah 
melewati pemilihan raya di tahun 2010.134 Dari pernyataan-pernyataan yang 
dikeluarkan oleh Hilton di atas, sangat jelas bahwa orang-orang dekat di 
sekitar perdana menteri sudah mengkondisikan sebuah situasi di mana 
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kebijakan referendum akan dan harus segera diambil ketika David Cameron 
terpilih sebagai perdana menteri.135 
Di lain pihak, anggota tim penasehat baru Cameron, Mats Persson, 
mengingatkan agar pelaksanaan referendum tidak dilakukan secara terburu-
buru karena dapat menjegal tujuan reformasi yang tengah dilakukan.  
“The biggest risk is that an early vote would leave too little time for 
sweeping EU reform to be negotiated, potentially wasting a huge 
opportunity.”136 
 
Persson bersikukuh bahwa pelaksanaan referendum yang dipercepat hanya 
akan mengarahkan kepada gagalnya referendum. Hal ini sedikit berbeda 
dengan gagasan Hilton yang menyatakan bahwa referendum harus 
dilaksanakan secepatnya yang menjadikan dia keluar dari keanggotaan tim 
penasehat perdana menteri dan kemudian selalu mendesak perdana Menteri 
agar melaksanakan referendum secepatnya dalam kampanye Brexit-nya 
Bersama Boris Johnson. Meskipun demikian, baik Persson maupun Hilton, 
keduanya merupakan orang dekat dan tim penasehat perdana menteri yang 
mempunyai pandangan sama yaitu bahwa referendum adalah sebuah langkah 
dan keputusan yang harus diambil oleh Perdana Menteri David Cameron.137 
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5.2.2 Risk Option 
Melaksanakan referendum keanggotaan Uni Eropa merupakan janji David 
Cameron di tahun 2013 menuju pemilihan umum 2015 seperti dalam kutipan 
berikut: 
“It will be an in-out referendum. Legislation will be drafted 
before the next election. And if a Conservative Government is 
elected we will introduce the enabling legislation immediately and 
pass it by the end of that year. And we will complete this 
negotiation and hold this referendum within the first half of the 
next parliament.”138 
Sehinga pilihan resiko lain, seperti tidak melaksanakan referendum, 
menjadi lebih berbahaya karena akan mempengaruhi akuntabilitas baik partai 
konservatif maupun David Cameron sebagai ketua partai. 
5.3 Risk Propensity 
Setelah penjabaran kedua variabel, maka seperti yang diungkapkan Rose 
McDermott, kombinasi keduanya akan menghasilkan kecenderungan resiko 
yang akan diambil oleh pembuat kebijakan. Penelitian ini mengangkat 
fenomena pengambilan keputusan referendum keanggotaan Uni Eropayang 
dilakukan pemerintah Inggris tahun 2016. Aspek domain melihat dukungan 
parlemen terhadap isu referendum keanggotaan Uni Eropa, opini publik Inggris 
terhadap kinerja Perdana Menteri sepanjang 2010 – 2016 serta keinginan untuk 
bertahan dalam Uni Eropa. pidato dan wawancara David Cameron mengenai 
                                                 





keanggotaan Inggris di Uni eropa, serta media Inggris dalam memberitakan isu 
ini. 
Sedangkan variabel resiko yang dilihat adalah tokoh terdekat Perdana 
Menteri David Cameron, yaitu Steve Hilton dan Mark Persson melakukan 
framing terhadap feomena ini. Selain itu variabel ini juga melihat kemungkinan 
pilihan kebijakan lain selain melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa. 
Berbagai data yang sudah ditampilkan menunjukkan posisi Perdana 
Menteri David Cameron yang berada di posisi rugi, yang akhirnya 
menghasilkan kecenderungan resiko risk seeking atau menerima resiko. 
5.4 Analisis Kebijakan pemerintah Inggris Melakukan Referendum 
Keanggotaan Uni Eropa tahun 2016 
Dari operasionalisasi yang sudah dilakukan diatas, selanjutnya adalah 
analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penilitian ini, yaitu “Mengapa 
Pemerintah Inggris Melakukan Referendum Keanggotaan Uni Eropa?” 
Menggunakan Prospect theory, maka yang akan ditentukan terlebih 
dahulu adalah titik acuan (reference point) yang menjadi tujuan pembuat 
kebijakan dan standar untuk menentukan apakah pembuat kebijakan beroperasi 
dalam posisi yang menguntungkan atau merugikan. Dalam fenomena ini, yang 
menjadi titik acuan (reference point) adalah posisi status quo baik itu sebagai 
pemimpin serta status quo keanggotaan Inggris di Uni Eropa.  
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Untuk menentukan dimana Domain dari Perdana Menteri Inggris 
beroperasi, dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya dukungan 
parlemen, opini publik mengenai tingkat kepuasan terhadap perdana menteri 
dan status keanggotaan Uni Eropa. Konten pidato dan wawancara perdana 
menteri David Cameron serta peranan media massa dalam fenomena ini. 
Pemilu 2010 menghasilkan konservatif sebagai pemenang yang akhirnya 
membentuk koalisi dengan liberal demokrat untuk menguasai mayoritas 
parlemen, meskipun memiliki pandangan berbeda mengenai Uni Eropa. Namun 
pada debat referendum yang terjadi di parlemen, untuk pertama kalinya Perdana 
Menteri Konservatif mengalami perlawanan terbesar dari anggota partainya 
sendiri. Meskipun usulan referendum kalah suara telah sebanyak 483 – 111, 80 
diantaranya merupakan anggota parlemen dari partai konservatif dan 12 
diantaranya abstain.  
Dan di dalam partai konservatif sendiri terdapat kubu kubu yang memiliki 
pandangan berbeda mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa. 
ketidakharmonisan ini menyebabkan semakin besarnya tekanan terhadap 
Perdana Menteri dalam menangani masalah referendum ini. 
Opini publik yang berupa tingkat kepuasan terhadap Perdana Menteri 
menunjukkan semakin menurunnya tingkat kepuasan publik terhada perdana 
menteri utamanya jika dibandingkan saat perdana menteri pertama kali 
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menjabat pada 2010. Serta opini mengenai keinginan masyarakat inggris untuk 
tetap bergabung dengan Uni Eropa di tahun  2011-2012 menunjukkan keinginan 
yang kuat dari masyarakat untuk melakukan referendum keanggotaan Uni 
Eropa.  
Pendapat pribadi perdana menteri yang dilihat dari wawancara dan 
pidatonya menegaskan keinginan David Cameron untuk Inggris tetap berada di 
Uni Eropa, hanya saja dengan perjanjian baru. 
Dari sisi Framing, orang – orang yang memiliki kedekatan dengan David 
Cameron sering menekankan tentang masalah yang dimiliki Inggris dan Uni 
Eropa. Steve Hilton yang merupakan salah satu eks anggota tim sukses 
sekaligus penasehat perdana menteri ketika pemilihan  umum mengungkapkan 
rasa pesimis terhadap kemampuan Inggris mencapai target imigrasi Uni Eropa. 
Serta Matts Persson yang menekankan pentingnya melaksanakan referendum 
secara hati-hati. Keduanya disini berada pada pihak yang menginginkan David 
Cameron untuk melaksanakan referendum. 
Referendum keanggotaan uni Eropa dikeluarkan pada tahun 2013 yang 
kemudian dimasukkan dalam manifesto kampanye partai konservatif 
menghadapi pemilihan umum 2015. Hal ini menandakan perilaku mencari 
resiko (risk seeking) dari David Cameron karena referendum akan mengancam 
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status quonya sebagai Perdana Menteri dan status keanggotaan Inggris sebagai 






Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah 
Inggris melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa tahun 2016. Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan Prospect Theory dari 
Rose McDermott sebagai alat untuk menganalisis fenomena. Prospect Theory 
menjelaskan bahwa dalam keadaan beresiko, terdapat dua perilaku dalam 
mengambil keputusan yaitu perilaku menghindari resiko atau menerima resiko. 
Perilaku ini akan ditentukan oleh posisi untung dan rugi dari pembuat keputusan 
serta pilihan resiko yang ada. Posisi untung akan menghasilkan perilaku 
menghidari resiko, serta posisi rugi akan menghasilkan menerima resiko. Situasi 
ini muncul karena melihat manusia yang mempersepsikan kerugian sebagai hal 
yang menyakitkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui posisi Perdana Menteri David 
Cameron berada di posisi rugi. Hal ini terlihat dari situasi di parlemen dan 
partainya yang amat terpecah akibat isu referendum, tingkat kepuasan publik 
terhadap dirinya yang tidak baik, pendapat pribadinya yang terus menekankan 
pentingnya Inggris di dalam Uni Eropa. selain itu, pengaruh dari orang-orang 
terdekatnya yang memiliki pandangan yangs ama sekali berbeda dengan dirinya 
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juga menempatkannya pada posisi rugi, sehingga melaksanakan referendum  
dipilih untuk menutup kerugian tersebut 
Pilihan untuk melaksanakan referendum, meskipun memiliki resiko 
keluarnya Inggris dari Uni Eropa serta terancamnya posisi David Cameron 
sebagai Perdana Menteri tetap ia lakukan karena hal ini merupakan janji 
kampanyenya di tahun 2015. Tidak melakukan referendum justru berpotensi 
untuk semakin memecah belah partai dan semakin turunnya kepercayaan publik 
terhadap dirinya. 
6.2 SARAN 
Penelitian ini digunakan untuk menganalisis alasan pemerintah Inggris 
melakukan referendum keanggotaan Uni Eropa tahun 2016 menggunakan 
prospect theory sebagai alat analisis. Karena itu, penulis merasa terdapat 
beberapa hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
Penelitian selanjutnya dapat menganalisis fenomena ini melalui aktor-
aktor lain. Fenomena referendum keanggotaan ini dapat diteliti dari sisi lain 
seperti masyarakat, aktor non pemerintah atau bahkan dari sisi Uni Eropa. 
Selain itu, bisa juga diteliti dampak dari dilakukannya referendum keanggotaan 
baik itu bagi negara anggota atau organisasi bersangkutan.
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